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KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT bahwa atas
perkenaanNya kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera
Barat.

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini
merupakan bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja instansi
pemerintahan atas penggunaan anggaran dalam mencapai sasaran strategis
instansi. Tujuannya adalah memberikan informasi kinerja yang terukur
kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta
bagi pihak lain yang membutuhkan, memberikan laporan keberhasilan dan
kegagalan pencapaian sasaran strategis serta sebagai upaya perbaikan
berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya
dan sebagai bahan bagi penyempurnaan berbagai kebijakan yang akan
diperlukan.

Laporan ini disusun mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu
atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan dimaksud memuat
pencapaian kinerja untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai
dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi
Sumatera Barat, sesuai yang tertuang pada Perubahan Rencana Strategis
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat Tahun
2021-2026, yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

Demikian laporan ini kami buat, kiranya dapat digunakan sebagaimana

semestinya.

Padang, Januari 2024
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SUMATERA BARAT,
Kepal

/ —
H. AMASRUL,SH
Pembina Ut a Madya, NIP. 19650505 198903 1 012.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara,
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis
perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara reviu atas laporan
kinerja instansi pemerintah pengganti Permenpan Nomor 29 Tahun 2010
tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana Kepala OPD diwajibkan
menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang
disepakati dan menyampaikannya kepada Gubernur paling lambat dua
bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan kinerja perangkat daerah,
khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera
Barat Tahun 2021, disusun sebagai pertanggungjawaban atas Perjanjian
Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi
Sumatera Barat pada Tahun 2022, perjanjian kinerja yang dilaksanakan
tersebut mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumatera
Barat Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat Tahun
2021-2026.

Laporan kinerja ini menguraikan sejauh mana pencapaian tujuan
dan sasaran Perangkat Daerah sebagaimana dituangkan dalam Rencana
Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera
Barat melalui program dan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan
pada Tahun 2023 dan hasil yang telah diperoleh Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat dalam jangka waktu
tersebut, sebagai bagian dari kontribusi Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Provinsi Sumatera Barat pada penyelenggaraan urusan
pemberdayaan masyarakat dan desa pada khususnya dan Pembangunan

Sumatera Barat pada umumnya.

Laporan Kinerja Perangkat Daerah disusun berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku yaitu :
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1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang tentang petunjuk teknis
perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara reviu atas laporan
kinerja instansi pemerintah;

4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Sumatera Barat;

S. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Dinas Daerah;

6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 tahun 2018
tentang Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera barat
Tahun 2021-2026;

7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 tahun 2023
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023;

8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang
Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di

Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja
adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi
mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Dengan demikian,
Laporan Kinerja merupakan sarana bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Provinsi Sumatera Barat
untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai
dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan mandat yang
diterima Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera

Barat.
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Selain itu, penyampaian Laporan Kinerja kepada pihak yang
berhak (secara hierarki) juga bertujuan untuk memenuhi antara lain :

1. Pertanggungjawaban dari unit yang lebih rendah ke unit yang lebih
tinggi, atau pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan.
Laporan Kinerja ini lebih menonjolkan akuntabilitas manajerialnya;

2. Pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan ke
arah perbaikan, dalam mencapai penghematan, efisiensi, dan
efektifitas pelaksaaan tugas pokok dan fungsi, serta ketaatan terhadap
peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam rangka
pelaksanaan misi instansi; dan

3. Perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka

menengah dan jangka pendek.

1.3 KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 49 Tahun
2021 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat, kedudukan, tugas pokok
dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera
Barat dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Kedudukan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat
dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Gubernur Sumatera Barat.
2. Tugas Pokok
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat
mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah

bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

3. Fungsi
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana diuraikan diatas,
dinas mempunyai fungsi :
A. Perumusan Kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan daerah;
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B. Penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan
dan Desa yang menjadi kewenangan daerah;

C. Penyelenggaraan Administrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa;

D. Penyelanggaraan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa; dan

E. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

1.4 STRUKTUR ORGANISASI

Secara kelembagaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Sumatera Barat berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab
kepada Gubernur Sumatera Barat yang mempunyai tugas membantu
Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintahan Provinsi dibidang
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Provinsi Sumatera Barat berdasarkan eselonering berada pada
tingkat eselon II dengan Type A, yang dibentuk berdasarkan Peraturan
Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat,
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat
mempunyai unsur pelaksana meliputi: 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu)
Sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang, 2 (dua) Kepala Sub Bagian dan 13
(tiga belas) Jabatan Fungsional Tertentu, dengan rincian sebagai berikut :
1. Kepala Dinas dijabat oleh Amasrul,SH
2. Sekretariat, dijabat oleh Amriman S.Pd,M.Si yang membawahi :

a) JFT Perencanaan, dijabat oleh Pratama Winia N, S.STP, M.Si
b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dijabat oleh Adi Pondra, S.Pd
c) Sub Bagian Keuangan, dijabat oleh M.Farizd Aulia,SSTP,MM
3. Kepala Bidang Pemerintahan Desa/Nagari, dijabat oleh Desrianto Boy,
S.Pd,M.Si yang membawabhi :
a) JFT PSM Ahli Muda, dijabat oleh Retma Nency,SSTP
b) JFT PSM Ahli Muda, dijabat oleh Chintia Dewi Putri,S.IKom,M.IKom
c) JFT PSM Ahli Muda, dijabat oleh Merlinda Agustini,SSi,Apt.M.Kes
4. Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Adat, dijabat oleh Quartita Evari
Hamdiana,SKM,MM, yang membawahi :
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a) JFT PSM Ahli Muda, dijabat oleh Retta Tessia, SE
b) JET PSM Ahli Muda, dijabat oleh Drs. Akral, MM
c) JFT PSM Ahli Muda, dijabat oleh Firmanto, SIP

. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, dan Kawasan Perdesaan dijabat

oleh Mahdianur, SE,MM yang membawahi :
a) JFT PSM Ahli Muda, dijabat oleh Siti Hafsah Siregar, ST

. Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna dijabat oleh Vera

Irawati, ST, MM yang membawahi :

a) JFT PSM Ahli Muda, dijabat oleh Muhammad Nazif,S.Sos

b) JFT PSM Ahli Muda, dijabat oleh Dra. Nelda Hanum, M.Si

c) JFT PSM Ahli Muda, saat ini masih belum diisi oleh pejabat fungsional

Secara lengkap struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini.

KEPALA DINAS

SEKRETARIS

KASUBBAG UMUM DAN KASUBBAG KEUANGAN
KEPEGAWAIAN

BIDANG

PEMERINTAHAN DESA/NAGARI

BIDANG BIDANG BIDANG
KELEMBAGAAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT SUMBER DAYA ALAM DAN
MASYARAKAT DAN KAWASAN PERDESAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU PENGGERAK
SWADAYA MASYARAKAT DAN PERENCANA

1.5 ASPEK STRATEGIS
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Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera

Barat memiliki peran strategis dalam pelaksanaan Pemberdayaan

Masyarakat dan Pemerintahan Desa di Sumatera Barat sehingga dapat

dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Sumatera

Barat. Adapun peran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

1) Mengedepankan fasilitasi untuk meningkatkan partisipasi dan
kemandirian masyarakat dalam pengelolaan program/kegiatan
pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa/Nagari;

2) Meningkatkan keterpaduan, untuk meningkatkan peran dan penguatan
lembaga adat dan Lembaga Kemasyarakatan dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Desa/Nagari dan Kelurahan.

3) Mengembangkan komunikasi, konsultasi, dan diskusi publik bersama
masyarakat dalam menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam
pembangunan;

4) Membangun kemitraan dengan seluruh pelaku pembangunan untuk
secara sinergis melakukan upaya bersama dalam rangka pemberdayaan
masyarakat dan pembangunan desa/Nagari;

S5) Mengembangkan komunikasi, konsultasi dan koordinasi dengan
pemerintah pusat, antar SKPD Provinsi maupun kabupaten dan kota
dalam memantapkan pelaksanaan program-program pemberdayaan

masyarakat;

Peran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi
Sumatera Barat juga tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Sesuai
dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, telah ditetapkan sepuluh
prioritas pembangunan yaitu:

1. Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan;

2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat;

3. Pembangunan mental dan pengamalan agama dan ABS SBK dalam
kehidupan masyarakat;

4. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan;
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5. Peningkatan produksi untuk mendukung kedaulatan pangan nasional
dan pengembangan agribisnis;

6. Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan @ serta
pembangunan infrastruktur;
Pengembangan kemaritiman dan kelautan;
Pengembangan pariwisata industri, perdagangan, koperasi dan
investasi;

9. Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana alam dan;

10. Penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran, daerah tertinggal.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat mendukung agenda
Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 antara
lain :

(1) Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penurunan angka
stunting di Ngari/Desa dan Kelurahan oleh Kader Posyandu.

(2) Pengembangan pariwisata industri, perdagangan, koperasi dan
investasi, melalui program unggulan yaitu menciptakan 100.000

Entrepreneur di Nagari/Desa.

1.6 PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun
2023 tidak terlepas dari analisis terhadap lingkungan stratejik yang terkait
dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Sumatera Barat, dalam pelaksanaan program dan kegiatan
pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, strategi yang dilakukan
pada dasarnya adalah sebagai berikut : (1) Mengedepankan fasilitasi untuk
meningkatkan partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan
program/kegiatan  pemberdayaan masyarakat dan = Pemerintahan
Desa/Nagari; (2) Mengembangkan komunikasi, konsultasi, dan diskusi
publik bersama masyarakat dalam menjaring aspirasi dan kebutuhan

masyarakat dalam pembangunan;

(3) Membangun kemitraan dengan seluruh pelaku pembangunan untuk
secara sinergis melakukan upaya bersama dalam rangka pemberdayaan

masyarakat; (4) Memotivasi tokoh-tokoh masyarakat, baik yang berada di
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ranah maupun di rantau untuk berperan aktif dalam pelaksanaan program
- program pemberdayaan masyarakat; (5) Mengembangkan

komunikasi, konsultasi dan koordinasi antar SKPD baik Provinsi maupun
kabupaten dan kota; (6) Mengutamakan peran serta masyarakat dari pada
peran pemerintah; (7) Mengembangkan komunikasi, konsultasi, dan
koordinasi dengan pusat dan kabupaten dan kota dalam memantapkan
pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat. Penilaian atas
kondisi saat ini, kondisi yang diinginkan dan permasalahan stratejik

diuraikan pada bagian berikut :

Kondisi Saat Ini

Dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat terdapat
beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian pada RPJMD
Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 :

a. Masih Rendahnya Peran Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat
dalam pemberdayaan Masyarakat, hal ini terlihat dari:

1) Kurangnya sosialisasi kepada lembaga teknis, stakeholders dan
masyarakat tentang Peraturan yang terkait dengan memberdayakan
masyarakat dan Desa/Nagari sebagai basis pembangunan.

2) Rendahnya partisipasi masyarakat pembangunan Nagari/Desa.

3) Kurang difungsikannya Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat
dalam proses pembangunan partisipatif.

4) Rendahnya kualitas dan kurangnya kuantitas Kader yang ada pada
Lembaga Kemasyarakatan di masing-masing Desa/Nagari dan
Kelurahan sebagai motivator pembangunan.

S5) Kurang komitmen dari OPD Teknis Provinsi, Kabupaten/Kota,
stakeholders lainnya.

b. Belum Optimlanya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Nagari
c. Masih Kurang Optimalnya Peran Lembaga Ekonomi dan Pengembangan

Usaha Ekonomi Masyarakat Desa/Nagari, hal ini terlihat dari:

1) Terbatasnya alternatif lapangan kerja berkualitas, baik di pedesaan
maupun di perkotaan.

2) Kurangnya perhatian Aparatur terhadap peningkatan usaha ekonomi

dalam meningkatkan pendapatan asli Nagari/Desa.
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3) Lemahnya kemampuan/kapasitas lembaga perkreditan simpan
pinjam yang di kelola oleh masyarakat dalam mendorong
berkembangnya usaha mikro.

4) Masih adanya pasar Nagari yang pengelolaannya belum diserahkan
kepada Pemerintahan Nagari, serta rendahnya kompetensi pengelola
terhadap Manajemen Pasar Nagari, sehingga masih belum mampu
meningkatkan pendapatan masyarakat dan Pendapatan Asli Nagari.

5) Kurang akuratnya data tentang potensi SDA dan SDM Nagari karena
kurangnya kualitas SDM aparatur pengelolanya.

6) Belum adanya peningkatan kegiatan kerjasama ekonomi dan sosial
antar beberapa Desa/Nagari di Provinsi Sumatera Barat.

7) Belum tertatanya Keuangan dan Aset Nagari

d. Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan Cenderung Menurun,
bahkan menganggap bahwa pembangunan adalah Tugas Pemerintah.
e. Kurang Optimalnya Kerjasama antar Desa/Nagari dan Pembentukan

Kawasan Perdesaan dalam peningkatan ekonomi Masyarakat.

f. Program Penanggulangan kemiskinan belum sepenuhnya berbasis

Desa/Nagari dan Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat.

Intergrasi dan  sinkronisasi Program Antar OPD  Provinsi,

Kabupaten/Kota, Swasta dan Stakeholders dalam penanggulangan

kemiskinan perlu ditingkatkan lagi, yang mengindikasikan

Program/Kegiatan OPD masih berjalan sendiri - sendiri, sehingga

dengan tidak adanya sinkronisasi dan sinergitas Program

Penanggulangan kemiskinan yang ditujukan terhadap masyarakat

miskin, mengakibatkan Program yang diterima masyarakat bukan

berdasarkan kepada kebutuhan (Alternative Treatment) sehingga tidak

menyentuh terhadap akar permasalahan kemiskinan.

Kondisi yang Diharapkan

Dari permasalahan dan kondisi urusan Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa saat ini yang telah diuraikan sebelumnya, telah dilakukan
langkah-langkah dan kondisi yang diharapkan kedepan antara lain :

a. Dengan adanya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diharapkan uang
akan banyak beredar di Pedesaan dalam rangka Pemberdayaan
Masyarakat, sehingga Program kegiatan akan benar-benar menyentuh

terhadap kebutuhan masyarakat miskin.
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b. Adanya kelembagaan masyarakat yang kuat dalam menjalankan
pembangunan serta terwujudnya peningkayan partisipasi masyarakat
dan perantau dalam pembangunan Nagari/Desa dan Kelurahan;

c. Tercapainya peningkatan pemberdayaan kelembagaan adat untuk ikut
berperan aktif dalam pembangunan guna memajukan Desa/Nagari dan
Kelurahan melalui penguatan kelembagaan masyarakat adat.

d. Terwujudnya peningkatan ekonomi masyarakat melalui penguatan
Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil Perdesaan serta penguatan
kelembagaan pasar Nagari dan penguatan lembaga pangan masyarakat
Desa.

e. Terpenuhinya kebutuhan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan
masyarakat, serta termanfaatkanya Sumbar Daya Alam secara optimal.

f. Tercapainya kesejahteraan serta berkurangnya jumlah masyarakat
miskin dan Nagari/Desa Tertinggal dengan penguatan perekonomian
masyarakat melalui Program Pemberdayaan Masyarakat, meningkatkan
koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas Program Penanggulangan

Kemiskinan antar OPD Provinsi, Kab/Kota, Staholders dan Perantau.

1.7 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan
mengenai pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023. Capaian kinerja Tahun 2023
diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement)
Tahun 2022 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis
atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan
diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi
perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 berpedoman
pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat

Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja
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Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera
Barat, dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :
Bab I - Pendahuluan
menjelaskan secara ringkas latar belakang, gambaran organisasi serta
struktur organisasi dan aspek strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Provinsi Sumatera Barat;
Pada Bab ini disajikan :
a. Gambaran Organisasi yang terdiri dasar Pembentukan Organisasi,
Tupoksi, Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia.
b. Aspek Strategis Organisasi
c. Permasalahan Utama (Strategid Issued) yang sedang dihadapi
Organisasi.
Bab II - Perencanaan Kinerja
menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar
pelaksanan program, kegiatan dan anggaran Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 meliputi
RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, Rencana Strategis
Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan
Perjanjian Kinerja Tahun 2022.
Bab III - Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023
menjelaskan analisis pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Provinsi Sumatera Barat dikaitkan dengan pertanggungjawaban
publik terhadap pencapaian sasaran strategis pada Tahun 2023.
a. Metedologi Pengukuran Capaian Kinerja
b. Hasil Pengukuran Kinerja
Pada sub Bab ini ditampilkan rekapitulasi realisasi semua Indikator
Kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja (dalam
bentuk table)
c. Capaian Kinerja Organisasi
Pada sub bab ini disajikan evaluasi dan analisis terhadap pencapaian
masing masing indicator kinerja per sasaran strategis dengan rincian
sebagai berikut :
1) Membandingkan antara target dan Realisasi kinerja tahun ini;
2) Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja

tahun ini dengan tahun lalu;
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3) Membandingkan Realisasi Kinerja sampai tahun ini dengan target
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan
strategis organisasi;

4) Membandingkan Realisasi Kinerja tahun ini dengan standar
nasional (jika ada);

S5) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau
peningkatan/penurunan Kinerja serta alternative solusi yang
telah dilakukan;

6) Analisis atas efisiensi pengunaan sumber daya; analisis Program
dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan
pencapaian pernyataan kinerja.

Bab IV - Penutup

menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2023 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi

perbaikan kinerja di masa datang.
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BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS
2.1.1 RPJMD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021-2026

Berdasarkan  penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat yaitu
melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat
dan desa yang bertujuan untuk mendukung Visi dan Misi Gubernur

Sumatera Barat tahun 2021-2026.

Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026
sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun
2021-2026 yaitu ”"TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT YANG MADANI
UNGGUL DAN BERKELANJUTAN”

Untuk mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan 7 misi Gubernur
Sumatera Barat untuk dilaksanakan dalam periode 3 tahun yang akan
datang. Adapaun Misi Gubernur Sumatera Barat yang didukung oleh
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat

tertera pada bagan sebagai berikut :
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Bagan 1. KETERKAITAN DINAS PMD DENGAN VISI MIS| KEPALA DAERAH

KEPALA DAERAH / RPJMD

VISI : TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT YANG MADANI UNGGUL
DAN BERKELANJUTAN

Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berakhlak
mulia, sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing.”.

Tujuan 1 : Mewujudkan Sumber daya manusia yang sehat, unggul
dan berdaya saing.

KEPALA PERANGKAT DAERAH /
RENSTRA SKPD

TUJUAN SKPD : MENINGKATNYA STATUS PERKEMBANGAN DESA

¥

Sasaran SKPD : Meningkatnya Peran Lembaga Kemasyarakatan
(POSYANDU)

Sasaran 2 : Menurunya Prevalensi ‘
Stunting

\ 4

PROGRAM PENDUKUNG : PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Kegiatan Pendukung : Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di
Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta
Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang

¥

Sub Kegiatan Pendukung :

1. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan
Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan
(RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna),
Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga
Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu,
LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan
dan Masyarakat Hukum Adat
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Berdasarkan bagan diatas, bahwa Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat secara tidak langsung
mendukung dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah pada Misi 1
yaitu meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berakhlak
mulia,sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing, dan Tujuan 1
yakni mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya
saing, lebih mikronya pada sasaran 1 menurunkan prevalensi stunting,
dimana pada sasaran Dinas PMD salah satunya adalah Meningkatkan
Peran Lembaga Kemasyarakatan yang dalam hal ini adalah Pos Pelayanan

Terpadu (Posyandu).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun
2007 tentang Pos Pelayanan Terpadu, dimana pada pasal 1 Peraturan
dimaksud berbunyi “ Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut
Posyandu adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya
Masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan
bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan,
guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada
masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar ” , dalam hal
ini termasuk juga kader Posyandu merupakan garda terdepan dalam
mencegah stunting di Desa, oleh karena itu berdasarkan Peraturan
Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan,
Fungsi dan Tata kerja Dinas, Dinas PMD Provinsi Sumatera Barat
mempunyai Tupoksi untuk melakukan pembinaan kepada Kader Posyandu
di Desa, Melakukan peningkatan Kapasitas dan Pelatihan serta Sosialisasi
dalam pencegahan stunting di Desa, kemudian pada target tahunan Dinas
PMD adalah meningkatnya Jumlah Posyandu Klasifikasi Mandiri dimana
saat ini Posyandu klasifikasi Mandiri berjumlah 2400 Posyandu, dengan
semakin banyaknya Posyandu Mandiri maka pelayanan kesehatan dasar di

Desa dapat dilaksanakan dengan optimal.
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Bagan 2. KETERKAITAN DINAS PMD DENGAN VISI MIS| KEPALA DAERAH

KEPALA DAERAH / RPJMD

VISI : TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT YANG MADANI UNGGUL
DAN BERKELANJUTAN

Misi 4 : Meningkatkan usaha perdagangan dan industri
kecillmenengah serta ekonomi berbasis digital

Tujuan 1 : Mewujudkan Perdagangan Industri Kecil/Menengah serta
ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing.

KEPALA PERANGKAT DAERAH /
RENSTRA SKPD

TUJUAN SKPD : MENINGKATNYA STATUS PERKEMBANGAN DESA

¥

Sasaran SKPD : Meningkatnya ekonomi masyarakat perdesaan

Sasaran 4 : Terciptanya 100.000 ‘
enterpreneur dari berbagai sektor

¥

PROGRAM PENDUKUNG : PROGRAM ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN DESA

Kegiatan Pendukung : Pembinaan dan Penyelenggaraan
Pamerintahan Nesa

¥

Sub Kegiatan Pendukung :

1. Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM
Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa

2. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan
Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
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Berdasarkan bagan diatas, bahwa Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat secara tidak langsung
mendukung dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah pada Misi 4
yaitu Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta
ekonomi berbasis digital, dan Tujuan 1 yakni Mewujudkan Perdagangan
Industri Kecil/Menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya
saing., lebih mikronya pada sasaran 4 terciptanya 100.000 enterpreneur,
dimana pada sasaran Dinas PMD salah satunya adalah Meningkatnya

Ekonomi Masyarakat Perdesaan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021
tentang Badan Usaha Milik Desa, bahwa entrepreneur di Desa dapat
diciptakan melalui Unit Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa, Tugas dan
Fungsi Dinas PMD saat ini adalah membentuk setiap Nagari/Desa Badan
Usaha Milik Desa/Nagari, dimana BUMNag/Des ini nantinya bias menjadi
lapangan pekerjaan bagi pelaku pelaku usaha di Desa melalui unit usaha
nya, kemudian pada sub kegiatan fasilitasi usaha ekonomi masyarakat
adalah kegiatan yang mengarahkan pada pengidentifikasian dan
pengembangan potensi yang ada di Desa yang nantinya akan dikelola oleh
masyarakat Desa guna menambah lapangan pekerjaan sekaligus

pendapatan asli Desa.

2.1.2. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis menggambarkan suatu kondisi/situasi/keadaan yang
apanila tidak segera ditangani akan meninmbulan kerugian yang lebih
besar dan atau sebaliknya dalam hal tidak dimanfaatkan isu tersebut,
maka akan menghilangkan peluang untuk meningkkatkan Kkinerja

pelaksanaan tugas.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat
dalam hal ini bertugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Berdasarkan paparan diatas maka ditentukanlah isu-isu strategis Dinas

Pemberdayaan masyarakat sebagai berikut :

a. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Nagari
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b. Masih Rendahnya Peran Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat
dalam Pemberdayaan Masyarakat

c. Masih Kurang Optimalnya Peran Lembaga Ekonomi dan
Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa/Nagari

d. Kurang Optimalnya Kerjasama antar Desa/Nagari dan Pembentukan
Kawasan Perdesaan dalam Peningkatan Ekonomi Desa

e. Masih banyaknya Nagari/Desa tertinggal di Sumatera Barat .

f. Belum teridentifikasi dan terinfentarisasinya kebutuhan Teknologi
Tepat Guna bagi masyarakat baik teknologi baru maupun modifikasi
teknologi.

g. Pemanfaatan teknologi masih terbatas pada beberapa Nagari/Desa dan
Kelurahan yang relatif dekat dengan pusat-pusat fasilitas seperti
kecamatan, kabupaten sedangkan nagari dan kelurahan yang relatif
jauh dari pusat fasilitas berbagai usaha masih di tangani secara

konvesional/tradisional.

2.1.3. RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021-2026

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Provinsi Sumatera Barat yang disusun melalui suatu proses yang
berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu S tahun,
secara sistematik dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan
potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang memuat tujuan, sasaran,
kebijakan, program dan kegiatan serta target yang ingin dicapai.
Berdasarkan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat yaitu
melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat
dan desa yang bertujuan untuk mendukung Visi dan Misi Gubernur
Sumatera Barat tahun 2021-2026, maka Dinas pemberdayaan

Masyarakat dan Desa mempunyai tujuan antara lain :
1. Meningkatkan status Perkembangan Desa

Berdasarkan tujuan tersebut selanjutnya Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat menjabarkannya dalam
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2.1

lima sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode

Renstra, yaitu :

1. Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Perdesaan

2. Meningkatnya Administrasi Pemerintahan Desa sesuai dengan
Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan
Desa/Nagari

3. Meningkatnya Peran Lembaga Kemasyarakatan

4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi

5. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi

.4. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Sebagai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah khususnya perencanaan kinerja, Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat telah membuat Perjanjian
Kinerja yang ditandatangani oleh Gubernur Provinsi Sumatera Barat dan
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera
Barat. Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang
merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan
terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan
mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk
meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, sebagai
wujud nyata komitmen antara penerima amanah yaitu Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat dengan
pemberi amanah yaitu Gubernur Sumatera Barat sebagai dasar penilaian
keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi,
menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat telah
membuat perjanjian kinerja Tahun 2022 sesuai dengan kedudukan, tugas,
dan fungsi yang telah ditetapkan.

Penetapan kinerja ini telah mengacu pada Renstra Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-
2026 dan RPJMD Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Oleh karena itu,
indikator dan target tahunan yang digunakan dalam perjanjian kinerja ini

adalah indikator kinerja utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
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Provinsi Sumatera Barat.

Perjanjian Kinerja Dinas

Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Perubahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR TARGET | REALISASI | CAPAIAN
%
1. Meningkatnya Ekonomi Jumlah Badan Usaha Milik 61 85 139
Masyarakat Perdesaan Desa/Nagari Maju
2. Meningkatnya Adminstrasi Jumlah Nagari/Desa dan 450 672 149.3
Pemerintahan Desa Kelurahan Cepat
Berkembang
3. [Meningkatnya Peran Lembaga |Jumlah Lembaga
Kemasyarakatan Kemasyarakatan Aktif
KAN Aktif 400 400 100
Posyandu Mandiri 2500 2500 100
LPM Mandiri 15 15 100
Dasawisma Mandiri 11800 11800 100
4. |Meningkatnya Akuntabilitas Nilai Akuntabilitas Kinerja B(61) B(61.77) 101.26
Kinerja Organisasi OPD
5. [Meningkatnya Kualitas Tingkat Kepuasan 78% 78% 100
Pelayanan Organisasi Terhadap Pelayanan . .
Organisasi (Baik) (Baik)
NO PROGRAM ANGGARAN RREALISASI CAPAIAN KET
%
1. | Program Penunjang Urusan Rp. 10.371.266.234,- [Rp.10.055.484.815,- 96.95 APBD
Pemerintah Daerah Provinsi
2. | Program Penataan Desa Rp. - Rp. - - APBD
3. | Program Peningkatan Rp. 957.527.555,- Rp.954.817.380,- 99.71 APBD
Kerjasama Desa
4.  |Program Administrasi Rp. 4.506.142.011,-  |Rp.4.072.235.562,- 90.37 APBD
Pemerintahan Desa
5. |Program Pemberdayaan Rp. 9.145.314.673,- Rp.8.891.634.041,- 97.22 APBD
Lembaga Kemasyarakatan,
Lembaga Adat dan Masyarakat
Hukum Adat
JUMLAH Rp. 24.980.250.473,- |Rp. 23.974.171.798,- 95.97
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN TARGET KINERJA

Hakikat dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah
orientasi untuk mendorong perbaikan, dimana program/kegiatan dan
sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan
perubahan, baik pada level keluaran (output), hasil (outcome) maupun
dampak. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance
dimana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah menunjukkan sejauh mana sebuah instansi
pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan
layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat.
Sehingga pengendalian dan pertanggungjawaban program /kegiatan menjadi
bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
kepada publik telah dicapai.

Laporan kinerja  Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas dari
pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat atas
penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan
laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta
pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja
sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah.

Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran
strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator Kkinerja,
ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana

tercantum pada table berikut.
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Tabel 1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

KRITERIA PENILAIAN
NO. |INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA
REALISASI KINERJA
1. 91% < 100% Sangat Tinggi
2. 76% < 90% Tinggi
3. 66% < 75% Sedang
4. 51% < 65% Rendah
S. < 50% Sangat Rendah

B. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Pada Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Sumatera Barat mendapat alokasi belanja sebesar Rp
24.980.250.474,- dengan rincian belanja operasi sebesar Rp.
18.325.084.622,- dan belanja yang digunakan untuk pembayaran Gaji
dan Tunjangan ASN sebesar Rp 6.655.165.852,- dengan Realisasi
anggaran sebesar Rp. 23.974.171.798,- (95,97%) yang didukung oleh 5
Program, 11 Kegiatan dan 39 Sub Kegiatan.

Seluruh anggaran tersebut diatas digunakan untuk mencapai satu
tujuan dan lima sasaran yang tercantum dalam Rencana Strategis
(RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera
Barat Tahun 2021-2026.

Berkenaan dengan pencapaian sasaran tersebut diatas maka
dilakukan pengukuran kinerja dengan metode :

v" Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

v membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun
ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

v Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan
target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan
strategis organisasi;

v" Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
(jika ada);

v' Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/
penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

v' Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

v' Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
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kegagalan pencapaian perjanjian kinerja.
C. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA
C.1,2. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini,
dan membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian

kinerja tahun ini dengan tahun lalu.

Berdasarkan  hasil pengukuran indikator kinerja  Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023
sebagaimana tercantum pada Tabel dibawah selanjutnya akan dipaparkan
perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, serta
perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun
lalu, baik itu Capaian Kinerja pada Perjanjian Kinerja, IKU, IKD secara
menyeluruh.

Capaian sasaran strategis diperoleh dari rata-rata capaian Indikator
Kinerja Utama (IKU), pada tiap-tiap sasaran strategis. Selain itu, juga
dilakukan analisis dengan membandingan hasil capaian indikator kinerja

utama dengan tahun sebelumnya dalam hal ini tahun 2022.
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R TAHUN 2021 (Berdasarkan Renstra 2016-2021) TAHUN 2022 (Berdasarkan Renstra 2021-2026) CAPAIAN TAHUN 2023
No TUJUAN Sasaran
TUJUAN Sasaran Strategis Indikator Target Realisasi Capaian St Indikator Target Realisasi | Capaian Target | Realisasi Capaian
rategis
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Persentase Jumiah
Desa/Kelurah Meninak Desa/Kelurahan
Meningkatnya be:(a/ elurahan benngkatya - icepat
1 Pemerintahan Desa yang [2S<emPang 80% 80% 100%  [-emerintahan lpe o FMBANG 410 412 10048% | 450 672 149 3%
) berdasarkan Desa yang
berkualitas . . berdasarkan
Permendagri Nomor 81 berkualitas P .
Tahun 2015 ermendagri Nomor
81 Tahun 2015
Lembaga Jumlah Lembaga
kemasyarakatan Yang kemasyarakatan
aktif: Yang akif:
Meningkatnya peran Meningkatnya
) Lembaga Posyandu Mandiri | 2319 2356 101,59% |[Peran Lembaga lpoe oy, Mandir 2400 2400 100% 2500 2500
Kemasyarakatan Kemasyarakatan|
JUMLAH 0 o 0 - ) 100 %
MENINGKATNYA LPM 92% 92% 100% LPM Mandiri 7 7 100% 15 15
STATUS NAGARI/DESA
MANDIRI (SESUAI KAN 60% 60% 100% KAN AKTIF 350 350 100% 400 400
PERKEMBANGAN PERMENDES 2
DESA TAHUN 2016) Dasawisma Mandiri 10800 10800 100% 11800 11800
IemiirS: Etsaeflfa Jumiah Badan
. 9a 100% 100% 100% ) Usaha Milik Desa 51 51 100% 61 85 139%
Meningkatnya usaha ekonomi masyarakat Meningkatnya |y
) . . [Maju
3 lekonomi masyarakat dan | Perdesaan yang aktif usaha ekonomi
pengembangan kawasan masyarakat
pedesaan - Jumlah kawasan Perdesaan
perdesaan yang 3 kawasan 3 kawasan 100%
terbentuk
Meningkatnya o )
. - . I nilai evaluasi
Meningkafnya Tata Niaievaluasi 1 g (a997) | B(e9,07) 100%  [ountabiitas | o vabiltas kinerial B (69) | B(67.24) | 9744% | B(61) | B(6177) | 101,26%
Kelola Organisasi akuntabilitas kinerja Kinerja OPD
4 Organisasi
Meningkatnya | Tingkat Kepuasan
gg;"}f:f\an :)eggay‘;i’;n 78(Baik) |78 (Bak) | 100% | 78(Baik) | 78 (Baik) | 100%
Organisasi Organisasi
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C.3. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam
dokumen perencanaan strategis organisasi.
INDIKATOR KONDISI
KINERJA
TUJUAN INDIKATOR TUJUAN SASARAN 2021-2026 SASARAN 2021 SATUAN AWAL 2022 REALISASI CAPAIAN 2023 REALISAS| CAPAIAN 2024 2025 2026
: 2021
2026
Jumlah Badan
Meningkatnya Ekonomi Usaha Milik 85 139 %
Masyarakat Perdesaan DesalNagar Bumdes/ Bumnag 41 51 51 100 % 61 o 7 81 91
(Bumdes) Maju
Meningkatnya ~ Admnistrasi .
° .| Jumlah Nagari/Desa ’
Pemenntahaq Desa sesuai dan Kelurahan Nagari/Desa dan 380 40 M2 100,48 % 450 627 | 149 ,3% 500 550 600
Peremendagri 81 Tahun Cepat Berkembang Kelurahan
MENINGKAT JUMLAH 2019
NAGARI/DESA
NYA STATUS
MANDIRI (SESUAI
PERKEMBAN
GAN DESA PERMENDES 2
TAHUN 2016)
Meningkatnya Peran JKL;nr:::yarall;zg rt:aga
Lembaga Kemasyarakatan Aktif
KAN 299 350 350 100 % 400 400 450 500 544
Posyandu
Mandiri 2119 2400 2400 100 % 2500 2500 2600 2700 2800
100 %
LPM Mandiri 0 7 7 100 % 15 15 25 37 50
Dasawisma
Mandiri 10800 10800 10800 100 % 11800 11800 12300 12800 13300
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C.4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan Standar

Nasional.

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, tujuan dan
Indikator dari Dinas PMD adalah, Meningkatnya status Perkembangan
Desa dengan Indikator tujuan adalah Jumlah Nagari/Desa Mandiri, hal
ini sesuai dengan Peraturan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi nomor 2
Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun, dimana pengukuran
target dan hasilnya di Rangking secara Nasional dan juga untuk
mencapai tujuan Nasional yaitu pengentasan Desa tertinggal dan sangat
tertinggal dan peningkatan status Desa Mandiri, berdasarkan rangking
Nasional Provinsi Sumatera Barat berada pada Rangking 4 Nasional dan
Nomor 1 di tingkat Regional Sumatera untuk Pengentasan Desa sangat
tertinggal dan Peningkatan Status Desa Mandiri, dimana pada tahun
2021 jumlah desa sangat tertinggal di Sumatera Barat ada 3 Desa,
sedangkan Pada Tahun 2022 Desa Sangat Tertinggal di Sumatera Barat
berhasil di entaskan hingga menjadi O Desa, untuk Desa Tertinggal pada
Tahun 2021 terdapat 35 Desa tertinggal dan pada tahun 2022 Provinsi
Sumatera Barat berhasil mengentaskan 7 Desa Tertinggal hingga kini
menjadi 28 Desa Tertinggal di Sumatera Barat, sedangkan untuk Tahun
2023 Desa Tertinggal di Sumatera Barat tinggal 25 Desa dengan Status
Tertinggal.

Sedangkan untuk Peningkatan status Desa Mandiri pada tahun 2021
Desa Mandiri berjumlah 45 Desa/Nagari sedangkan pada Tahun 2022
terdapat 76 Desa Mandiri meningkat 59,21 % dan Tahun 2023
mennigkat Pesat menjadi 132 Desa dengan klasifikasi Mandiri, sesuai
dengan perangkingan nasional yang tertera pada situs ¥

https://www.idm.kemedesa.go.id »” berikut nilai dari IDM Provinsi

Sumatera Barat :
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PERINGKAT NASIONAL

0,7879 BALI o BALI 0,8037
0,7684 DI YOGYAKARTA e DI YOGYAKARTA 0,7837
0,7026 JAWA TIMUR 0 JAWA TIMUR 0,7216

~

0,6996 SUMATERA BARAT 0 JAWA BARAT 7 2023
2022 | (owg "~ " N5 ) sommemnearar LR
0,6927 KP. BANGKA BELITUNG 0 KALIMANTAN TIMUR 0,7071
0,6870 NUSA TENGGARA BARAT 0 KP. BANGKA BELITUNG 0,7035
0,6820 JAWA TENGAH 0 NUSA TENGGARA BARAT 0,7005

0,6752  KALIMANTAN TIMUR 0 KALIMANTAN BARAT 0,6978

0,6734 JAMBI @ JAWA TENGAH 0,6930

RANKING 10 BESAR IDM NASIONAL
Keterangan: Berkembang @ Maju

Berdasarkan table diatas dapat dilihat juga bahwa, pada Tahun 2022
Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan kemajuan Desa-nya
dikategorikan sebagai Provinsi yang berkembang tetapi pada tahun
tahun 2023 klasifikasi ini naik menjadi Provinsi Maju, walupun secara

peringkat terjadi penurunan.

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2023 Dinas PMD Prov Sumbar 27



C.5. Analisis

Analisis atas Efisiensi Pengunaan Sumber Daya;
Program kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun

kegagalan dalam pencapaian pernyataan kinerja ;

C.5.A. Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Perdesaan

TUJUAN 1 SASARAN 1

Meningkatnya Status Perkembangan
Desa

Meningkatnya Ekonomi Masyarakat
Perdesaan

“Meningkatnya status Perkembangan Desa” merupakan Tujuan dari
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat,
dimana tujuan ini didasarkan kepada Peraturan Menteri Desa Nomor 2
Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun, dimana dari 53
Indikator pada peraturan menteri tersebut salah satu indicator untuk
mewujudkan Desa yang mandiri dan mengentaskan Desa yang

tertinggal diperlukan Ekonomi masyarakat perdesaan yang tangguh

dan kuat.

1. MEMBANDINGKAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA
TAHUN INI

Pada Tahun 2023 Dinas PMD menargetkan Pencapaian Sasaran ini :

TUJUAN 1 SASARAN 1 INDIKATOR TARGET REALISASI | CAPAIAN
Meningkatnya Meningkatnya | Jumlah 61 BUMNag | 85 BUMNag 139 %
Status Ekonomi Badan Usaha Maju Maju
Perkembangan | Masyarakat Milik
Desa Perdesaan Nagari/Desa

Kategori
Maju

Dari table diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2023, Jumlah
BUMNag Kategori maju yang di targetkan adalah sebesar 61 BUMNag
Maju, dan tercapai sebesar 85 BUMNag Maju se Sumatera Barat,
adapun indicator BUMNag Maju adalah Badan Usaha milik Desa yang

memberikan kontribusi terhadap PADesa.
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2. MEMBANDINGKAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA

CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN BEBERAPA TAHUN
TERAKHIR
Adapun Perbandingan Capaian Target ini untuk 3 Tahun
kebelakang antara lain :
Tujuan Sasaran Indikator | Realiasi | Realiasi | Realiasi | Realiasi dan
dan dan dan Target 2023
Target Target Target
2020 2021 2022
Meningkatnya | Meningkatnya | Jumlah 31 Unit | 41 Unit | 51 Unit 61 Unit
Status Ekonomi BUMNag BumNag | BumNag | BumNag | (Target) dan
Perkembangan Masyarakat | Maju Maju Maju Maju (Realisasi)85
Desa Perdesaan Unit

Terdapat kenaikan sebesar 10 BUMNag Maju Pertahunnya, dimana
pengukuran Indikator BUMNag Maju berdasarkan Kontribusi dari
Badan Usaha Milik Desa/Nagari itu ke Pendapatan Asli Desa, pada
Tahun 2020 Terdapat 31 Unit BUMNag Maju, dan Pada Tahun 2021
terdapat 41 Unit BUMNag Maju sedangkan pada tahun 2022 terdapat
51 Unit BUMNag Maju dan kenaikan ini meningkat pesat dari yang
ditarget kan pada tahun 2023, dimana pada Tahun 2023 ditargetkan
sebesar 61 BUMNag kategori Maju dan terealisasi sebanyak 85 BUMNag
Maju (139%) Positif kenaikannya dari yang di target kan, kenaikan ini
juga dikarenakan unsur unsur pendukung BUMNag Maju ini telah
dipenuhi, baik unit usahanya melalui Teknologi Tepat Guna, KKN PPM

dan Badan usaha Milik Desa itu Sendiri.

3. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN
TARGET PERENCANAAN STRATEGIS

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembagunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera
Barat tahun 2021-2026, bahwa pada Misi ke 4 RPJMD Tersebut Dinas
PMD merupakan SKPD Pendukung dalam rangka pencapaian 100.000

Entrepreneur Milineal di Sumatera Barat,dan salah satu Indikator
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Kinerja Dinas PMD yang mendukung adalah dengan Badan Usaha Milik
Nagari/Desa kategori Maju, Korelasinya dapat dilihat dimana semakin
banyaknya BUMNag Maju di Sumatera Barat hal ini berbanding lurus
dengan banyak nya Entrepreneur di Desa/Nagari melalui unit-unit
usaha yang ada di BUMNag, selain itu juga Badan usaha yang telah
memberikan kontribusi ke Desa/Nagari berdampak juga pada
pergerakan ekonomi di Nagari/Desa dan Pertumbuhan Ekonomi di

Nagari/Desa.

Berikut Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Perencanaan

Strategis :
Indikator Terget Target Realisasi Indikator Target Realisasi
RPJMD Provinsi DPMD DPMD Sasaran
DPMD

Terciptanya 100.000 1200 1762 Jumlah 61 85
100.000 (dalam 3 Entreprene | Entrepren BUMNag BUMNag | BUMNag
Milleneal Tahun di | ur eur Maju Maju Maju
Entrepreneur | 9 SKPD)

4. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA DENGAN STANDAR
NASIONAL

Sedangkan untuk Perbandingannya dengan target Nasional Dinas
PMD Provinsi

https://sid.kemedesa.go.id, sebagaimana terlihat pada data di

Sumatera Barat , dapat dilihat pada website

bawah ini :

dJUMLAH BUM DESA DAN BUMNM DESA BERSADMA
BERDASARKAN PROSES STATUSNYA
Data yvang ditarmpilkan berdasarkan pararmeter
pernncariar wilaya/.

BUM Desa

362

[s] 100 200 300 400
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Berdasarkan hasil dari aplikasi sid.kemendesa, Provinsi Sumatera

Barat berada pada peringkat ke 8 untuk Pemerintah yang

melakukan Percepatan Badan Hukum untuk Badan Usaha Milik

Desa, dari 38 Provinsi se Indonesia.
5. PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN SERTA PROGRAM
KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN

Kemudian Guna memperkuat dan meningkatkan Ekonomi masyarakat

Desa yang tangguh, sesuai dengan Undang Undang 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah lampiran huruf M, bahwa urusan

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengakomodir tentang Ekonomi

masyarakat Desa kewenangan Provinsi, dan sesuai dengan dokumen

Perencanaan Dinas yang mengacu pada RPJMD Tahun 2021-2026,

maka pada Dinas PMD Provinsi Sumatera Barat sasaran ini didukung

oleh 3 (tiga) Program, 3 (tiga) Kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan, yaitu

SASARAN

INDIKATOR

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PENDUKUNG APBD P TH.2022

Meningkatnya Ekonomi
Masyarakat Perdesaan

Jumlah Badan Usaha
Milik Desa Kategori
Maju

PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA

Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi

Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota

Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga

Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota
dan Lembaga Kerjasama antar Desa

PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA
ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang
Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta
Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum
Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam
Meningkatkan Pendapatan Asli Desa

Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

Berdasarkan Tabel diatas, Ekonomi Desa dapat meningkat dengan cara

adanya kerjasama Desa, adanya Badan usaha Milik Desa/Nagari ,
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adanya Usaha Ekonomi Masyarakat Desa melalui Lumbung Pangan
Masyarakat, Penataan Pasar Desa, Entrepreneur Masyarakat Desa dan

banyaknya Teknologi tepat Guna yang ada di Desa.

Tercapainya Target pada sasaran ini yaitu Jumlah BUMNag Maju pada
tahun 2023 adalah 61 Unit BUMNag Maju dan terealisasi sebanyak 85
BUMNag Maju , hal ini tidak terlepas dari dukungan Program dan
Kegiatan diatas, oleh karena adanya kerjasama desa dengan Universitas
baik Negeri dan Swasta di Sumatera Barat melalui KKN PPM dan
Kerjasama dengan TNI melalui Program TMMD/N melalui fasilitasi oleh
Dinas PMD Provinsi Sumatera Barat pembangunan dan Pemberdayaan
Desa dapat diwujudkan disertai dengan partisipasi masyarakat,
Kemudian adanya Pelatihan dan Sosilisasi tentang Badan Usaha Milik
Desa Nagari sehingga banyak BUMNag di Nagari Desa yang berkembang
dan mempunyai banyak unit usaha serta Dinas PMD juga membantu
dalam melakukan promosi, fasilitasi untuk pembuatan Badan hukum
bagi BUMNag supaya Badan Usaha Milik Desa dapat berjalan dan
berusaha sebagaimana mestinya, kemudian untuk entrepreneur Dinas
PMD juga melaksanakan pelatihan bagi entrepreneur baru di Desa
sesuai dengan potensi yang ada di Nagari Desa, kemudian juga
melakukan sosialisasi dalam rangka penataan pasar Desa sebagai
wadah produksi bagi masyarakat di Desa, dan Juga Dinas PMD juga
melakukan temu innovator bagi penemu teknologi tepat guna yang ada
di Desa untuk dikembangkan sehingga dalam proses produksi menjadi
efisien dengan adanya Teknologi tepat guna, segala indicator ini dapat
mewujudkan bergeraknya ekonomi di Desa karena Badan Usaha Milik

Desa nya maju dan Pendapatan asli Desa nya bertambah.
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Adapun Data saat ini BUMNag Maju telah mencapai 85 (delapan Puluh
Lima) BUMNag Maju, berikut datanya :

JUMLAH BUM DESA/NAGARI YANG TELAH
JUMLAH MEMBERIKAN KONTRIBUSI DALAM JUMLAH
PENDAPATAN ASLI DESA/NAGARI
NO KABUPATEN/KOTA KONTRIBUSI DALAM
KECAMATAN | DESA/NAGARI KECAMATAN DESA/NAGARI ;EA’:‘YIE:éI;AAA/:AM::':[L PENDAPATAN ASLI
DESA/NAGARI
1 PESISIR SELATAN 15 182 DALAM PENGHITUNGAN DPMD/N KAB.KOTA -
3 |SDUN]UNG | 8 ‘ 62 | 7 19 ‘ 2.886.709.560 | 272.407.644 ‘
5 |PADANG PARIAMAN | 17 ‘ 103 | DALAM PENGHITUNGAN DPMD/N KAB.KOTA l - | - l
7 |L1MA PULUH KOTA | 13 ‘ 79 | ] [] ‘ - | - ‘
9 |KEPU|.AUAN MENTAWAI | 10 ‘ 43 | DALAM PENGHITUNGAN DPMD/N KAB.KOTA ‘ - | - ‘
11 |SOLOK SELATAN | 7 ‘ 39 | 5 | 8 ‘ 3.281.113.070 | 4.727.416.172 ‘
13 |KOTA SAWAHLUNTO | 4 ‘ 27 | 4 | 5 ‘ 2.237.000.000 | 39.046.022 ‘
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6. ANALISIS EFISIENSI PENGUNAAN SUMBAR DAYA
Perhitungan Tingkat Efisiensi sesuai dengan Peraturan Menteri

Keuangan RI Nomor 214 /PMK.02/2017 adalah :

L=

> ((PAKi x CKi) — RAKIi)
E === »x 100
" (PAKi % CKi) ¥

Keterangarn:

E ;. Efisiensi

PAKI : Pagu anggaran keluaran i
RAKIi : Realisasi anggaran keluaramn i
CKi : Capaian keluaran i

TABEL TINGKAT EFISIENSI

REALISASI KEUANGAN (29
PAGU ANGGARAN EFISIENSI
NO PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PERUBAHAN 2023 DES 2023) (%)
Rp %
1 2 3 4 5 6
SASARAN | 3.929.442.828 3.799.692.341 96,70 29,77
2 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA 957.527.555 954.817.380 99,50 30,83
Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi
8 Kewenangan Provinsi 957.527.555 954.817.380 99,50 30,83
21 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota 98.474.467 97.607.220 99,12 11,50
22 Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga 693.059.585 692.001.000 99,85 46,03
23 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 165.993.503 165.209.160 99,53 34,95
3 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 1.062.526.900 | 1.053.758.262,00 99,17 15,24
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
9 Pemerintahan Desa 1.062.526.900 1.053.758.262 99,17 15,24
30 Pembinaan dan Pengawasan Penetapan_ Pengaturan BUM 1.062.526.900 1.053.758.262 99,17 1524
Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA
4 KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN 1.909.388.373 1.791.116.699 95,69 43,24
MASYARAKAT HUKUM ADAT
Pemb Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan
10 Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemb Masyarakat Hukum Adat yang 1.909.388.373 1.791.116.699 95,69 43,24
Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota
3 Fasilitqsi Pengembangan Usa}ha Ekonomi Masyarakat dan 1,567 460.940 1.453.858.999 92,75 47,00
Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan
35 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi 341,927 433 337 257.700 98,63 39,49
Tepat Guna
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Berdasarkan Tabel Efisiensi diatas, bahwa untuk mencapai
sasaran 1, di alokasikan anggaran sebesar Rp. 3.929.442.828,-
dan terealisasi sebesar Rp. 3.799.692.341,- , dengan dukungan
Program sebanyak 3 Program, 3 Kegiatan dan 6 Sub Kegiatan
dalam mendukung sasaran ini, sesuai dengan PMK diatas
didapat efisiensi Sumber Daya dari Sasaran ini adalah sebessar
29,77 %, hal ini berbanding lurus dengan dengan capaian kinerja

yang mencapai 139 %.

C.5.B. Meningkatnya Adminitrasi Pemerintahan Desa

TUJUAN 1 SASARAN 2

Meningkatnya Status Perkembangan Desa Meningkatnya Administrasi
Pemerintahan Desa

Meningkatnya Administrasi Pemerintahan Desa merupakan suatu
kewajiban yang harus dilakukan secara terus menerus dan
berkesinambungan guna dapat mewujudkan kualitas pelayanan publik.
Di Sumatera Barat, Desa, Nagari dan Kelurahan tersebar di 12
Kabupaten dan 7 Kota dengan jumlah Desa sebanyak 126 Desa, 803
Nagari dan 230 Kelurahan yang berada di 179 Kecamatan (data tahun
2022 sebelum pemekaran Desa/Nagari).

Berdasarkan Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi
Perkembangan Desa dan Kelurahan, dapat diklasifikasikan menjadi 3
(tiga) kelompok yaitu :

1. Desa/Nagari dan Kelurahan cepat berkembang

2. Desa/Nagari dan Kelurahan berkembang

3. Desa/Nagari dan Kelurahan kurang berkembang

Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan tersebut merupakan
capaian hasil dari desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan
pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan

Jika penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan
telah terselenggaranya dengan baik maka akan mendukung tercapainya

pelaksanaan pembangunan yang optimal.
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1. MEMBANDINGKAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA

TAHUN INI

Pada Tahun 2023 Dinas PMD menargetkan Pencapaian Sasaran ini :

TUJUAN 1 SASARAN 2 INDIKATOR TARGET REALISASI | CAPAIAN
Meningkatnya Meningkatnya | Jumlah 450 Nagari 627 Nagari 149,3 %
Status Administrasi Nagari/Desa Desa dan Desa dan
Perkembangan | Pemerintahan | dan Kelurahan Kelurahan
Desa Desa Kelurahan Cepat Cepat

Cepat Berkembang | Berkembang
Berkembang

Sesuai dengan Tabel diatas pada Tahun 2023 Dinas PMD menargetkan
450 Nagari/Desa dan Kelurahan Cepat Berkembang, dan Terealisasi
sebanyak 627 Nagari/Desa dan Kelurahan Cepat berkembang, hal ini
dikarenakan adanya pemekaran Nagari/Desa di Sumatera Barat
sebanyak 106 Nagari/Desa, sehingga tipologi Nagari induk menjadi
naik, kemudian adanya pembinaan penataan yang mengakibatkan
terpenuhinya indicator kenaikan status perkembangan desa sesuai

dengan permendagri 81 tahun 2015.

2. MEMBANDINGKAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA

CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN BEBERAPA TAHUN
TERAKHIR
NO Tujuan Sasaran Realiasi Realisasi Realisasi Realisasi 2023
2020 2021 2022
2. Meningkatnya | Meningkatnya | 76 % (705 | 80 % ( 742 | 412 ( Nagari | 627 (Nagari Desa
Status Administrasi Nagari/Desa | Nagari/Desa | Desa dan | dan Kelurahan
Perkembangan | Pemerintahan | dan dan Kelurahan Cepat
Desa Desa Kelurahan Kelurahan Cepat Berkembang)
Berkembang) | Berkembang) | Berkembang)

Sesuai dengan table diatas dimana target Dinas PMD Tahun 2023
untuk Nagari Desa dan Kelurahan Cepat Berkembang adalah 450 dan
hasil capaiannya pada akhir tahun adalah 627 hal ini sesuai dengan

https://www.epdeskel.kemendagri.go.id , dimana capaian indicator

ini adalah sebesar 100,48 % dan terjadi peningkatan dari tahun 2022

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2023 Dinas PMD Prov Sumbar

36


https://www.epdeskel.kemendagri.go.id/

dari jumlah nagari/desa dan kelurahan cepat berkembang adalah
sebesar 412 Nagari/Desa dan Kelurahan, target ini tercapai tak
terlepas dari dukungan sub kegiatan diatas dimana sesuai dengan
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Kewenangan Dinas PMD
Provinsi Sumatera Barat adalah dalam melakukan fasilitasi
administrasi pemerintahan desa, serta pada sub kegiatan pembinaan
aparatur pemerintah desa juga telah dilaksanakan Rapat Koordinasi
Wali Nagari/Kepala Desa dan Lurah se Sumatera Barat dalam rangka
penyamaan persepsi pembangunan Desa/nagari dan Kelurahan se
Sumatera Barat, serta pelayanan administrasi pemerintahan se
Sumatera Barat, kemudian pengidentifikasian aset dan keuangan desa,
serta penginputan data profil nagari/Desa dan Kelurahan dan terakhir
ditutup dengan Evaluasi Perkembangan Desa berupa Lomba Desa

Nagari dan Kelurahan.

3. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA DENGAN STANDAR
NASIONAL

Berdasarkan kewenangan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat terkait
dengan administrasi Pemerintahan Desa Program Kegiatan dan Sub

Kegiatan yang mendukung antara lain :

SASARAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PENDUKUNG APBD P

TH.2022

Meningkatnya Administrasi Jumlah Nagari/Desa dan

PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa

Pemerintahan desa Kelurahan Cepat Berkembang Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa

Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan
Kelurahan

Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan

Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa
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Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD

Berdasarkan Tabel diatas terdapat perbedaan satuan indicator pada
Realisasi Tahun 2020, 2021 dengan Realisasi Tahun 2022, hal ini
disebabkan karena pada tahun 2020 dan 2021 pencapaian target
Indikator berdasarkan Renstra Periode 2021-2026 dengan Posisi Desa/
Nagari saat itu adalah sebanyak 928 Nagari/Desa dan dengan satuan
kategori kemajuan desa yaitu pada kategori Nagari/desa dan
Kelurahan “Berkembang”, sedangkan pada tahun 2022 Satuan
pengukuran Indikator ini dirubah menjadi Nagari/Desa dan kelurahan
Cepat Berkembang, hal ini berdasarkan RPJMD Provinsi Sumatera
Barat yang baru yaitu RPJMD Tahun 2021 - 2026, dan berdasarkan
Renstra Dinas PMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 - 2026,
dimana pengukuran dilakukan dengan satuan “Cepat Berkembang”,
sehingga secara angka dapat menurun, padahal inikator pengukuran
klasifikasi Perkembangan Desa ini sudah dinaikkan satu tingkat
menjadi Nagari Desa dan kelurahan Cepat berkembang, hal ini sesuai
dengan permendagri 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan
Desa yang diukur berdasarkan kemajuan Pemerintahan Desa dan
Kelurahannya, adapun hal ini dapat dilihat pada aplikasi yang dibuat
oleh Kementerian dalam Negeri dengan Alamat web,

https://www.epdeskel. kemendagri.go.id,, diketahui bahwa per 2023

Jumlah Desa Cepat Berkembang untuk Provinsi Sumatera Barat
adalah sebanyak 627 Desa Cepat Berkembang dan kelurahan Cepat
Berkembang, data ini sifatnya hanya masih sementara karena
tipologi pemerintahan Desa dan kelurahan dapat saja berubah,
karena beberapa hal, diantaranya dari eksternal antara lain
Nagari/desa yang terkena Bencana, sehingga kantor Desa nya menjadi
Rusak dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa menjadi tidak optimal,
hal ini menyebabkan penurunan Nilai klasifikasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, oleh sebab itu jika dibandingkan dari tahun 2020,
2021, 2022 dan 2023 pada sasaran ini terdapat kenaikan tipologi
penilaian dari awalnya Nagari/Desa dan Kelurahan Berkembang

menjadi Nagari/Desa dan Kelurahan Cepat Berkembang.
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Kemudian untuk Data Nagari/Desa dan Kelurahan Cepat Berkembang

dapat dilihat pada website sebagai berikut:

# Baranda
Gr e DASHBOARD PERKEMBANGAN DE SA/KEL TA 2024
I Laporan
W S -
¢ Lomba Desa/Kalurahan l I .I L ——
Lo isamenan Jumiah Desa Kurang Berkembang Jumiah Desa Berkembang Jumiah Desa Cepat Berkembang Jumiah Kelurahan Kurang Berkembang
¥ Unduhan
o Kaluar 23 176 505 1
I Perkembangan Kabupaten/Kota
Jumlah Kelurahan Berkembang Jumlah Kelurahan Cepat Berkembang

4. Analisis Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah, serta

Faktor Pendorong, penghambat dan startegi yang wajib
dilakukan

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2023 Dinas PMD Prov Sumbar 39



Taraet | Realisasi Faktor Strategi yang perlu dilakukan
No Indikator 2033 2023 Faktor Pendorong (wajib diisi) Penghambat untuk pencapaian target 2024
(wajib diisi) (waijib diisi)
1 2 3 4 5 6 7
1 Jumlah 1. Penyelenggaraan Pemerintahan 1. Masih Banyak 1. Identifikasi Desa/Nagari Blankspot
nagari/desa 450 627 | yang telah sesuai Standar Permendagri | Nagari/Desa yang 2. Melakukan Pembinaan intensif ke
dan 81 Tahun 2015 tidak mempunyai Nagari Desa dan Kelurahan yang
kelurahan 2. Desa/Nagari dan Kelurahan telah kantor Desa berkembang
cepat ada yang mempunyai sistem e akibatnya
berkembang goverment dalam melakukan Penyelenggaraan
pelayanan Pemerintahan
3. Penyampaian APBDesa yang sesuai | menjadi tidak
dengan waktu yang ditentukan optimal
2. Banyak Desa
yang blankspot

Dengan Adanya Evaluasi berjenjang dari Tingkat Desa dan Kelurahan

sampai dengan Tingkat Pusat baik itu melalui pembinaan, perlombaan

dan bantuan langsung Kepada Desa dan Kelurahan sehingga nantinya

Nagari/Desa dan Kelurahan Cepat berkembang dapat dicapai untuk

keseluruhan Nagari Desa dan Kelurahan secara keseluruhannya.

5. ANALISIS EFISIENSI PENGUNAAN SUMBAR DAYA

Perhitungan Tingkat Efisiensi sesuai dengan Peraturan Menteri

Keuangan RI Nomor 214 /PMK.02/2017 adalah :

E_ > L ((PAKI x CKi) — RAKI)

=

™ _(PAKi x CKi)

> 100%

Keterangan:

E

PAKI
RAKI
CKi

Efisiensi

Pagu anggaran keluaran i

Realisasi anggaran keluaran i

Capalan keluaran 1
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TABEL TINGKAT EFISIENSI

REALISASI KEUANGAN (29 DES
NO PROGRAM/KEGIATAN/SUB PAGU ANGGARAN 2023) EFISIENSI KET
KEGIATAN PERUBAHAN 2022 (%) ’
Rp %
1 2 3 4 5 6 8
PROGRAM ADMINISTRASI
3 PEMERINTAHAN DESA 4.506.142.011 4.072.235.562 90,37 28,79
Pembinaan dan Pengawasan
9 Penyelenggaraan 4.506.142.011 4.072.235.562 90,37 28,79
Pemerintahan Desa
Fasilitasi Pengelolaan
24 Keuangan Desa 207.032.505 190.636.500 92,08 24,52
25 | fositast Pengelolaan Aset 312.445.906 308.880.800 98,86 45,08
Fasilitasi Evaluasi
26 Perkembangan Desa serta 366.107.950 361.125.100 98,64 11,93
Lomba Desa dan Kelurahan
27 Fasilitasi Pelaksanaan Profil 57.197 400 52 715.600 92,16 24,46
Desa dan Kelurahan
og | Pembinaan Aparatur 2129.438.100 1.846.300.100 86,7 29,51
Pemerintah Desa
Pembinaan Peningkatan
29 Kapasitas Anggota BPD 371.393.250 258.819.200 69,69 37,22

Berdasarkan Tabel Efisiensi diatas, Pencapaian sasaran ini didukung

oleh 1 Program 1 Kegiatan dan 6 Sub Kegiatan, dengan alokasi

anggaran sebesar Rp. 4.506.142.011 dengan realisasi sebesar Rp.

4.072.235.562 atau sebesar 90,37%. dengan perhitungan sesuai

dengan PMK tersebut didapatlah Bahwa Rata Rata Efisiensi Sumber

Daya pada pencapaian Sasaran ini terdapat 28,79 % Efisiensi Sumber

Daya, tingginya angka efisiensi ini berbanding lurus dengan tingkat

capaian kinerja yang mencapai 149,3 %.

C.5.C. Meningkatnya Peran Lembaga Kemasyarakatan

TUJUAN 1 SASARAN 3
Meningkatnya Status Perkembangan Desa Meningkatnya Peran Lembaga
Kemasyarakatan
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Lembaga kemasyarakatan Desa/Nagari dan kelurahan merupakan
wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa/Nagari
dan Kelurahan yang membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan
Pemerintahan Desa/Nagari dan Kelurahan, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan dan pemberdayaan kemasyarakataan sehingga
meningkatkan peran lembaga kemasyarakatan yang dijadikan sasaran
strategis untuk mengukur ketercapaian tujuan 2 diatas.
Berdasarkan kewenangan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat terkait
dengan pemberdayaan lembaga kemasyarakat yang ada antara lain :
1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara
partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat,
melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat berada di tingkat Desa/Nagari dan
Kelurahan (LPMD/LPMK), tingkat Kecamatan (DPC LPM) sampai
tingkat Kabupaten/Kota (DPD Kab/Kota) dan Provinsi (DPD
Provinsi).
2. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
Tim Penggerak PKK merupakan mitra Pemerintah dalam
pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
3. Lembaga Adat
Lembaga Adat (KAN) mempunyai tugas untuk membina dan
melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antar tokoh
adat dengan Pemerintah Desa dan Lurah.
4. Lembaga Kemasyarakatan Lainnya
Lembaga Kemasyarakatan Lainnya yang diakui oleh masyarakat
ditetapkan dalam Peraturan Desa/Nagari dan Kelurahan dengan
berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Pencapaian sasaran ini ditetapkan melalui satu program
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan
Masyarakat Hukum Adat dengan kegiatan Pemberdayaan Lembaga
kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan

Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan
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Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat
yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota, dan sub

Kegiatan yaitu :

1. Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat

2. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan
Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW,
PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat
Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan
Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang
Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum
Adat

4. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

5. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan

Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

Secara keseluruhan kegiatan yang terdapat dalam program-program ini
capaian kinerjanya sangat baik, hal ini bisa dilihat dari realisasi capaian
target sasaran melalui hasil dan capaian indikator kinerja kegiatan yang
secara lengkap.
Uraian capaian IKU Sasaran Strategis Il adalah sebagai berikut:
1. Indikator Jumlah Posyandu Mandiri
Indikator Kinerja Utama (IKU) ”jumlah posyandu mandiri”
memiliki target tahun 2021 sebesar 2319 posyandu mandiri
terealisir sebesar 2356 dengan tingkat capaian 101,59 %
termasuk kategori keberhasilan sangat baik, sedangkan pada
tahun 2022 tercapai sebesar 2400 Posyandu Mandiri, kemudian
untuk tahun 2023 Posyandu Mandiri di targetkan sebesar 2500
Posyandu Mandiri dan tercapai sebesar 2500 Posayandu Mandiri
di Sumatera Barat, ini dapat dilihat pada aplikasi yang dibuat
oleh Unsur P3PD Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
yang berkerjasama dengan Dinas PMD Provinsi Sumatera Barat,

yaitu www.siuda.p3pdsumbar.go.id, adapun pencapaian

indicator Kinerja Posyandu Mandiri Tahun 2023 dapat dilihat di

aplikasi ini sebagai berikut :
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SISTEM INFORMASI UMUM DATA NAGARI

Dashboard

100

INFO DESA/NAGARI
Desa 3, Nagari 92, Kelurahan 5, Jmi Dusun/
Jorong a0

PERATURAN

More info ©

More info @

5560

PERANGKAT BA!

Lakilaki : 4254

Perem 1306
Total Anggota 1

More info ©
More info ©

QO & siudap3pdsumbarid

H STEM INFORMAS] UMUM DATA NAGARI

Show 10 ¢ entries
No Tahun Kab/Desa/Nagari
1 2024 AGAM, PADANG TAROK
2 2024 AGAM, PADANG TAROK
3 2024 AGAM, PADANG TAROK
4 2024 AGAM, PADANG TAROK
5 2024 KOTA PADANG PANJANG, BALAI-BALAI
3 2024 PESISIR SELATAN, PADANG X1

PUNGGASAN

Copyright © 2023 DPMD SUMBAR. Al righ

siuda.p3pdsumbarid/index php7m=posyanduf

Sedangkan hasil rekapitulasi

Provins| 0, Kab/Kota 233, Desa/Nagar

Lembaga

3

KERJASAMA

Kerjasama 0

591

oM

Mandiri T2
Total Anggota 2236

Nama Posyandu

TITIHA (PDTPOS0012)

BARUAH C (PDTPOS0007)

BARUAH B (PDTPOS0006)

TANGAH (PDTPOS0015)

Dahlia (IDPBODS)

Cendrawasi v (Pdngxipas0004)

n Bersama Kades 3, Perjanjian

fo ©

Tumbuh 283, Berkembang 234, Maju/

More info @

Koordinat
Posyandu

@ Lihat Maps

@ Lihat Maps

@ Lihat Maps

@ Lihat Maps

@ Lihat Maps

@ Lihat Maps

Home

15730

Dashboard
PERANGKAT NAGARI
Laki-laki: 9153

§ L3

268 1
PRK ‘
- .
e

SIUDA | By.MIS ver.1

Q
e
®
[
n

Search:

SK
Posyandu

SiUDA | By.MIS ver.1.1

Kemasyarakatan

Posyandu terutama Posyandu Mandiri Antara lain sebagai

berikut :
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Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan
Masyarakat Hukum Adat dengan kegiatan Pemberdayaan

Lembaga  kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang
Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi
serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat
Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah

Kabupaten/Kota.

45

Strata Posyandu Jumlah

No Kabupaten/Kota Jumlah . Kader
Posyandu | Pratama | Madya |Purnama| Mandiri R

1 2 7 8 9 10 11 12
1 |Kab. Pesisir Selatan 678 1 4 176 497 3.390
2 |Kab. Solok 618 0 59 400 159 3.090
3 |Kab. Sijunjung 321 0 47 210 64 1.605
4  |Kab. Tanah Datar 612 0 356 224 32 3.060
5 |Kab. Padang Pariaman 789 0 300 42 447 3.945
6 |Kab.Agam 876 0 215 429 232 4.026
7 |Kab. Lima Puluh Kota 564 6 103 385 70 2.840
8 [Kab.Pasaman 437 2 2 400 33 2.185
9 |Kab. Kep. Mentawai 279 0 0 218 61 1.370
10 |Kab. Dharmasraya 256 13 35 60 148 1.280
11 |Kab. Solok Selatan 294 0 22 123 149 1.376
12 |Kab.Pasaman Barat 478 22 214 161 81 2.390
13 |Kota Padang 929 4 282 515 128 3.828
14 |Kota Solok 88 1 0 57 30 557
15 |Kota Sawahlunto 103 0 3 8 92 525
16 |Kota Padang Panjang 95 0 12 72 11 470
17 |Kota Bukittinggi 137 1 7 85 44 685
18 |Kota Payakumbuh 165 0 0 67 98 825
19 |Kota Pariaman 141 0 0 17 124 705
Jumlah 7.860 50 | 1.661 | 3.649 [ 2.500 38.152
Pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh program




Indikator Kinerja Utama (IKU) “umlah posyandu mandiri”
dihitung berdasarkan data jumlah posyandu dengan strata
mandiri yang ada di Sumatera Barat pada tahun 2023. Strata
Mandiri merupakan strata posyandu paling tinggi tingkat
kemandiriannya. Sedangkan strata terendah yaitu posyandu
Pratama, setingkat diatasnya Madya dan setingkat diatas madya
yaitu purnama. Dari 7.860 posyandu yang ada pada tahun 2023,
terdapat 2500 posyandu mandiri.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan strata
kemandiri pasyandu menjadi tingkat posyandu mandiri melalui
kegiatan orientasi Pengurus PKK tingkat Kecamatan dan
Kabupaten/Kota, Pembinaan Dewan Pembina PKK, Pembinaan,
Rakor Pokjanal Posyandu se Sumbar, Pelatihan Penguatan
Sistem Informasi Posyandu (SIP) bagi kader posyandu serta
Temu Kader Posyandu Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera

Barat dan Orientasi Posyandu dalam Penanganan Stunting.

2. Indikator Jumlah LPM Mandiri

Indikator Kinerja Utama (IKU) "Persentase LPM Mandiri memiliki
target 15 LPM Mandiri terealisasi sebesar 15 LPM Mandiri
dengan tingkat capaian 100 % termasuk kategori keberhasilan
sangat baik.

Pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh program
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan
Masyarakat Hukum Adat dengan kegiatan Pemberdayaan
Lembaga  kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang
Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi
serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat
Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah
Kabupaten/Kota. Untuk Data capaian LPM Mandiri dapat dilihat

di www.siuda.p3pdsumbar.id, sebagai berikut :
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t Search
Koordinat SK
o+ Tahun Kabj/Desa/Nagari Nama LPM LPM LPM Aksi

2024 KOTA PADANG PANJANG, PASAR BARU (PBLPMO002) @ Lihat Maps [e
PASAR BARU

2023 PESISIR SELATAN, KAPUAH LPMN (KPULPMN00023) @ Lihat Maps (@
UTARA

2024 KOTA PADANG PANJANG, LPM KELURAHAN BUKIT SURUNGAN @ Lihat Maps (@

BUKIT SURUNGAN (IDBSLPM00O1)

2023 DPMD SUMBAR. SIUDA | By.MIS ver.1

Data yang disajikan di siuda lengkap sampai ke lokasi kantor
dan kelengkapan lainnya, sedangkan untuk hard copy Surat
keputusannya telah terkumpul di Dinas PMD Provinsi Sumatera
Barat, kemudian Kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya
meningkatkan peran serta dan fungsi LPM sebagai mitra kerja
penyelenggaraan Pemerintah terutama ditingkat Kelurahan dan
Desa/Nagari berupa peningkatan wawasan pengurus LPM dalam
bentuk bimbingan teknis, serta Musyawarah kerja LPM yang
melipatkan perwakilan seluruh unsur LPM mulai dari tingkat
provinsi sampai tingkat kelurahan, desa dan nagari untuk
menyusun program kerja LPM Tahun 2023. Selain itu juga
dilakukan kegiatan penilaian LPM berprestasi tingkat Provinsi
Sumatera untuk meningkatkan semangat dan kinerja pengurus
LPM.

dalam rangka pencapaian target IKU LPM yang Mandiri.

3. Indikator Jumlah KAN yang aktif

Indikator Kinerja Utama (IKU) "Jumlah KAN Aktif” memiliki target
tahun 2023 sebesar 400 KAN , terealisasi sebesar 400 KAN
dengan tingkat capaian 100 % termasuk kategori keberhasilan
sangat baik.

Pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh program
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan
Masyarakat Hukum Adat dengan kegiatan Pemberdayaan

Lembaga  kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang
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Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi
serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat
Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah
Kabupaten/Kota, Untuk Data capaian Rekapitulasi KAN Aktif
dapat dilihat di www.siuda.p3pdsumbar.id, sebagai berikut :

: \ = SISTEM INFORMASI UMUM DATA NAGARI Q ° 45 = a2
‘ Provinsi
Online Show 10 ¢ entries Search:
Koordinat
No & Tahun Kab/Desa/Nagari Nama KAN KAN SK Aksi
@ Dashboard
1 2021 PASAMAN BARAT, KAN BATAHAN (KTBKANOOO1, Lihat Maps
@ Informasi Umum ’ { ) il &
BATAHAN
B2 DanaDesa
2 2023 DHARMASRAYA, KAN NAGARI PADANG LAWEH (PLDMS001) @ Lihat Maps
e Peraturan/Regulasi PADANG LAWEH pdf
I Pemerintahan Nagari .
- 3) 2021 AGAM, PAGADIH KERAPATAN ADAT NAGARI PAGADIH (PGAG001) @ Lihat Maps
.-:-; Lemba
4 2024 SOLOK, KAMPUNG KAN KAMPUNG BATU DALAM (IDKBDKANO1) @ Lihat Maps
BATU DALAM
Copyright © 2023 DPMD SUMBAR. All rights reserved. SiUDA | By.MIS ver.1.1

Data yang disajikan di siuda lengkap sampai ke lokasi kantor
dan kelengkapan lainnya, sedangkan untuk hard copy Surat
keputusannya telah terkumpul di Dinas PMD Provinsi Sumatera
Barat,Kemudian Kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya
meningkatkan keaktifan KAN untuk berperan dan berpartisipasi
dalam penyelenggaraan roda pemerintahan dan pembangunan
berupa bimbingan teknis Masyarakat Hukum Adat, rapat kerja
pengurus KAN se Sumatera Barat serta pilot projeck Nagari
Model Desa Adat percontohan. Selain itu juga untuk
meningkatkan motivasi dan semangat pengurus KAN juga
dilakukan penilaian KAN tingkat Provinsi Sumatera Barat, bagi
pemenang KAN terbaik tingkat provinsi diberikan penghargaan

serta hadiah.
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Adapun perbandingan sasaran ini untuk 3 (tiga) tahun terakhir :

NO

Tujuan

Sasaran

Realiasi
2020

Realisasi
2021

Realisasi
2022

Realisasi
2023

Meningkatnya
Status

Perkembangan

Meningkatnya
Peran Lembaga

Kemasyarakatan

Desa

Posyandu Mandiri 2000 2319 2400 2500

LPM Mandiri 1358 (LPM 1358 (LPM 7 (LPM 15 (LPM
AKTIF) AKTIF) MANDIRI) MANDIRI)
KAN Aktif 250 299 350 400
Dasawisma 1158 (PKK 1157 (PKK 10800 11800
Mandiri AKTIF) AKTIF) (Dasawisma (Dasawisma
Mandiri) Mandiri)

Berdasarkan Tabel diatas, terddapat beberapa perbedaan dari
pencapaian target indicator sasaran, pada indicator Jumlah
LPM, yang awal nya pada periode Renstra 2016-2021
indikator sasaran LPM ini adalah LPM aktif, dimana pada
tahun 2020 dan 2021 jumlah LPM aktif sebanyak 1358 LPM,
terdiri dari LPM Provinsi, Kabupaten sampai dengan LPM
Nagari/Desa dan Kelurahan, sedangkan pada Tahun 2022,
sesuai dengan RPJMD 2021-2026 dan berdasarkan Renstra
Dinas PMD 2021-2026, indicator LPM ini dirubah menjadi
LPM Mandiri, dimana pada tahun 2021 LPM Mandiri ini
masih O, LPM Mandiri adalah Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat yang aktif dalam penyusunan Perencanaan
APBDes, dan usulan LPM ini terakomodir pada dokumen
Perencanaan Desa, RKPDes dan Musrembang Desa, dimana
pada tahun 2022 di target kan LPM mandiri ini sebanyak 7
LPM yang berkategori Mandiri, dengan capaian pada tahun
2022 adalah 100 % sedangkan pada tahun 2023 capaian dari
semua indicator ini 100 % dapat dilihat pada aplikasi yang

dibuat oleh Unsur P3PD Kementerian Dalam Negeri Republik
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Indonesia yang berkerjasama dengan Dinas PMD Provinsi

Sumatera Barat, yaitu

Kemudian untuk Posyandu Mandiri dan KAN Aktif indicator nya masih
sama dan untuk pencapaian target nya berada tren kenaikan dari tahun
ke tahun, dengan capaian 100 %.

Untuk dasawisma mandiri sesuai dengan Renstra 2016-2021 , Dinas
PMD masih memakai indicator Jumlah PKK Aktif dengan jumlah PKK
Aktif pada tahun 2021 adalah sebanyak 1158, dan pada tahun 2022
mengalami pengurangan menjadi 1157, sedangakan untuk Tahun 2022
berpedoman pada Renstra 2021-2026 menjadi 10.800 Dasa Wisma
mandiri, sesuai dengan Renstra DPMD 2021-2026 target dasawisma
mandiri, target dasawisma mandiri pada tahun 2022 adalah 11.300
dasawisma mandiri dengan kondisi nagari/Desa adalah sebanyak
929 Nagari/Desa, sedangkan pada Perjanjian Kinerja Dinas PMD
pada tahun 2022 target Dasawisma mandiri diturunkan dan tidak
sesuai dengan Target pada Renstra menjadi 10.800 Dasawisma
mandiri, hal ini dikarenakan pada tahun 2022 adanya pemekaran
Nagari/Desa sebanyak 106 Nagari/Desa, yang mengakibatkan unsur
unsur pendukung pembentuk Nagari/desa Baru dalam hal ini salah
satunya dasawisma juga turut mekar, sehingga pada umumnya
dasawisma yang awalnya berkategori mandiri, ini kembali pada
klasifikasi dasawisma tumbuh dikarenakan pemekaran nagari/desa
tadi, hal ini terjadi juga disebabkan karena wilayah kedudukan
dasawisma ini telah berubah secara administratifnya, sedangkan
setelah pembentukan nagari pemekeran ini Dasawisma Mandiri yang
ditargetkan Dinas PMD sebanyak 11800 Dasawisma mandiri saat ini
terealisasi sebanyak 11800 Dasawisma Mandiri dengan capaian
100%.

4. Dasawisma Mandiri
Indikator Kinerja Utama (IKU) "Jumlah Dasawisma Mandiri” memiliki

target tahun 2023 sebesar 11800 Dasawisma Mandiri , terealisasi
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sebesar 11800 Dasawisma Mandiri dengan tingkat capaian 100 %
termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh program Pemberdayaan
Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
dengan kegiatan Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang
Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat
Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang
Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas
Daerah Kabupaten/Kota, Untuk Data capaian Rekapitulasi Dasawisma

Mandiri dapat dilihat di www.siuda.p3pdsumbar.id, sebagai berikut :

SiUDA — SISTEM INFORMASI UMUM DATA NAGARI Q ° l_ﬁ X -]

j Provinsi
online

Koordinat
No Tahun Kab/Desa/Nagari Nama Dasawisma Dasawisma Aksi
P 1 2023 KOTA PARIAMAN, Dasawisma Aglonema Il (KAKP00Z) ® Lihat Maps
eLELL I KAMPUNG APAR
© informasi Umum
2 2023 KOTA PARIAMAN, Dasawisma Mawar | (KAKP0OS) @ Lihat Maps
B= Dana Desa KAMPUNG APAR

I Pemerintahan Nagari KAMPUNG APAR
4 2023 KOTA PARIAMAN, Dasawisma Aglonema | (KAKP0O6) @ Lihat Maps
KAMPUNG APAR

lliciis 5 2023 KOTA PARIAMAN, Dasawisma Melati Ill (KAKPOOS) ® Lihat Maps

KAMPIING APAR

SK
8o peraturan/Regulasi 3 2023 KOTA PARIAMAN, Dasawisma Aglonema Il (KAKPOOT) @ Lihat Maps E

am SDA&TTG

Copyright © 2023 DPMD SUMBAR. All rights reserved. SiUDA | By.MIS ver.1.1

£ Pelatihan

Adapun Rekapitulasi Dasawisma Mandiri ini dari Aplikasi Siuda

sebagai berikut :
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Dasawisma Ket
No Kabupaten/Kota Jih
Kelompok | Tumbuh |Berkembang| Mandiri
Dasawisma
1 2 11 12 13 14 15
1 |Kab. Pesisir Selatan 4.643 1.579 2.508 556
2 |Kab. Solok 4.610 1.404 2.499 707
3 |Kab. Sijunjung 3.149 599 1.591 959
4 |Kab. Tanah Datar 4.719 1.885 861 1.973
5 |Kab. Padang Pariaman 3.091 2.583 445 63
6 |Kab. Agam 4.915 2.257 1.788 870
7 |Kab. Lima Puluh Kota 4.813 1.880 2.006 927
8 [Kab. Pasaman 3.323 1.350 1.232 741
9 [Kab. Kep. Mentawai 487 197 226 64
10 [Kab. Dharmasraya 2.432 796 1.221 415
11 [Kab. Solok Selatan 1.809 - 1.454 355
12 [Kab.Pasaman Barat 3.511 1.848 1.080 583
13 |Kota Padang 10.875 3.372 4.779 2.724
14 |Kota Solok 526 26 393 107
15 [Kota Sawahlunto 718 247 305 166
16 |Kota Padang Panjang 674 57 445 172
17 |[Kota Bukittinggi 1.071 404 444 223
18 |Kota Payakumbuh 1.362 791 463 108
19 |Kota Pariaman 1.037 156 794 87
20 |Provinsi Sumatera Barat =
Jumlah 57.765 | 21.431 24.534 11.800

Berdasarkan Rekapitulasi diatas, bahwa dari 57.765 Dasawisma yang

ada di Sumatera Barat, terdapat 11800 Dasawisma yang berkategori

100 %, pada

Mandiri, artinya capaian indicator kinerja mencapai

aplikasi siuda di sampaikan juga segala kelengkapan perkategori

dasawisma baik dari tumbuh berkembang dan mandiri.
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5. Analisis Faktor Pendorong Penghambat dan startegi dalam

pencapaian sasaran

Strategi yang
perlu dilakukan

. Realisasi | Faktor Pendorong Faktor Penghambat .
No Indikator Target 2023 2023 (waiib diisi) (waiib diisi) untuk pencapaian
target 2024 (wajib
diisi)
1 2 3 4 5 6 7
1 | Jumlah lembaga
kemasyarakatan aktif
Kerapatan Adat 400 400 | 1. Banyaknya 1. Banyak nya kader 1. Penataan
Nagari (KAN) Lembaga lembaga kemasyarakatan | Kembali Lembaga
— Kemasyarakatan yang rangkap, misalnya Kemasyarakatan,
Posyandu Mandiri 2.500 2.500 | yang aktif dan dalam satu Nagari/Desa baik PKK,
s 15 15 | melaksanakan dan Kelurahan kader Posyandu, dan LPM
LPM malndlrl perannya. posyandu kader PKK dan | dan Lembaga Adat
Dasa Wisma 11.800 11.800 LPM itu 1 orang
Mandiri

Sesuai dengan table diatas secara garis besar target dapat dicapai

dengan adanya unsur unsur pemberdayaan masyarakat yang

terdapat

pada masing masing

lembaga kemasyarakatan di

Desa/Nagari dan Kelurahan, sehingga lembaga kemasyarakatan

dapat melaksanakan peran dan fungsinya.

6. Analisis Efisiensi Sumberdaya dalam pencapaian sasaran

Perhitungan Tingkat Efisiensi sesuai dengan Peraturan Menteri

Keuangan RI Nomor 214 /PMK.02/2017 adalah :

E— 1 ((PAKi x CKi) — RAKi)

(=]

2 (PAKI x CKi)

> 100%,

Keterangan:
E

PAKI

RAKI

CHKi

Efisiensi

Pagu anggaran keluaran i

Realisasi anggaran keluaramn i

Capaian keluaran i
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TABEL TINGKAT EFISIENSI

R REALISASI KEUANGAN EFISIENSI (%)
(29 DES 2023)
NO PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PERUBAHAN 2023 KET.
Rp %
1 2 3 4 5 8
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA
4 KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN 7.235.926.300 7.100.517.342 96,91 40,20
MASYARAKAT HUKUM ADAT

Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat
31 16.692.650 15.147.704 | 90,74 15,19

Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan
Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,
RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga

Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

32 1.085.555.550 1.062.502.432 | 97,88 45,01

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga
Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu,

LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan
33 | Masyarakat Hukum Adat 4.621.891.900 4536101133 | 98,14 4578

Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyaraka
36 21.386.200 21.269.850 | 99,46 48,73

Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan

Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan
37 Keluarga 1.490.400.000 1.465.496.223 | 98,33 46,27

Berdasarkan table diatas bahwa pencapaian sasaran ini
didukung oleh 1 Program 1 Kegiatan dan S sub kegiatan
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.235.926.300,- dan
terealisasi sebesar Rp. 7.100.517.342,- atau (96,91%) dan dari
5 sub kegiatan ini efisiensi pencapaian sasaran ini dengan rata

rata mencapai 40,20 %.
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C.6.C. MENINGKATNYA ORGANISASI YANG AKUNTABEL DAN
MELAYANI
Tujuan “Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan melayani”
dicapai dengan menetapkan satu Sasaran Strategis yaitu
Meningatnya Tata Kelola Organisasi dan diukur dengan dua

indikator kinerja.

Tujuan dan Sasaran Strategis IV

TUJUAN 2 Indikator
Meningkatnya Organisasi yang 1. Nilai akuntabilitas kinerja
akuntabel dan melayani 2. Tingkat Kepuasan Pelayanan
Internal Organisasi

« »

Tujuan “ Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan melayani
merupakan bentuk penerapan prinsip akuntabilitas untuk
mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber
daya dan pelaksanaan kebijakan termasuk keberhasilan atau
kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan
pelaksanaan setiap tahun.

Tujuan ini dapat dicapai dengan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi

Sumatera Barat. Pencapaian kinerja sasaran “Meningkatnya

Akuntabilitas Kinerja Organisasi” Tahun 2023 dapat dilihat pada

Tabel
Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
Organisasi
SASARAN INDIKATOR CAPAIAN
No STRATEGIS KINERJA TARGET | REALISASI (%)
1. | Meningkatnya | Nilai evaluasi B (61) B (61,77) 101,49 %
Akuntabiliotas | akuntabilitas kinerja
Kinerja
Organisasi
Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran (%) 100

Dari Tabel di atas terlihat bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU)
Sasaran Strategis IV pada Tahun 2023 berhasil dicapai dengan baik.
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Rata-rata capaian sasaran adalah 101,49 % masih termasuk
kategori keberhasilan sangat baik. Arti capaian 101,49 % di atas
adalah akuntabilitas kinerja organisasi Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat sudah mencapai
akuntabilitas kinerja organisasi yang optimal namun masih dalam
kategori baik, namun demikian masih perlu dilakukan perbaikan

untuk ditahun mendatang.

Perbandingan Capaian Sasaran Meningkatnya Tata Kelola

Organisasi
INDIKATOR | Target Realisasi
SASARAN 2020 2021 2022 2023
KINERJA 2022
(n-3) (n-2) (n-1)
Meningkatnya | Nilai evaluasi B B B B B
Akuntabiliotas | akuntabilitas (65,43) | (69,97) | (67,29) (61,77)
Kinerja kinerja
Organisasi

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja untuk
indikator kinerja “Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja” Tahun 2023
sama nilainya dengan capaian kinerja pada Tahun 2021,2020 dan
2022 yaitu B. tetapi berbeda pada penilaian bobotnya dimana terjadi

kenaikan dan penurunan dari tahun 2020 sampai tahun 2023.

Perbandingan Capaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
Organisasi s.d akhir Periode Renstra Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat 2021-2026.

Target Tingkat
SASARAN INDIKATOR KINERJA akhir Realisasi | Kemajuan
Renstra (%)
Meningkatnya | Nilai evaluasi akuntabilitas B B 100%
Akuntabiliotas| kinerja
Kinerja
Organisasi

Tabel diatas memperlihatkan bahwa capaian indikator kinerja Nilai
evaluasi akuntabilitas kinerja pada Tahun 2023 sudah sesuai
dengan capaian indikator kinerja target akhir Renstra. Capaian
kinerja ini perlu menjadi perhatian Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat dalam penerapan
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lebih

memperhatikan lagi terhadap penyusunan dokumen perencanaan

manajemen kinerja sehingga  kedepannya  dapat

kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi

internal.

1. Indikator Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Indikator Kinerja Utama (IKU) “Nilai Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja” memiliki target B, terealisir B dengan tingkat capaian
100% termasuk kategori keberhasilan baik. Indikator Kinerja
Utama “Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja” diukur berdasarkan
hasil Instansi oleh

Inspektorat pada Tahun 2023.

evaluasi Laporan Kinerja Pemerintah

Provinsi Sumatera Barat
Akuntabilitas pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Sumatera Barat sudah baik, memiliki sistem yang dapat
digunakan untuk manajemen kinerja, namun perlu sedikit
perbaikan, adapun Rekomendasi Pemeriksa pada tahun 2022 dan

telah ditindaklanjuti :

Pencapaian Sasaran/Kinerja

Perencanaan Kinerja Pengukuran Kinerja Pelaporan Kinerja Evaluasi Internal Organisasi Hasil Evaluasi
(30 %) (25 %) (15 %) (10%) (20%) Nilai Kateg
24,90 15,07 10,78 6,19 10,35 67,24 B
Agar reviu Agar pengukuran kinerja Acar Laporan kineria Agar capaian kinerja | Agar Informasi kinerja yang
dokumen Renstra mempunyai SOP tentang m%nyajikzn et dilakukan evaluasi | dicapai berdasarkan
dilakukan  secara pengumpulan data kinerja yang pembanding data secara berkala untuk | perhitungan yang valid dan
berkala untuk up to date sehingga mudah mengetahui hambatan | sumber data yang jelas dan

mencapai tujuan
organisasi  yang
selaras dan relevan
dengan RPJM
sesuai dengan isu

strategis yang
berhubungan
dengan tugas

pokok dan fungsi
organisasi,
sehingga dapat
dimanfaatkan
dalam  dokumen
rencana kerja dan
anggaran, serta
didokumentasikan
dengan lengkap.

Agar target kinerja
ditetapkan dengan
basis data yang
memadai dan
argumen yang logis
untuk  mewujudkan
sasaran yang
ditetapkan.

Agar rencana aksi
dijadikan pedoman
untuk  menentukan
arahan capaian

ditelusuri apabila terjadi
kesalahan data, kemudahan
untuk  menelusuri  sumber
datanya yang valid, kemudahan
untuk mengakses data bagi pihak
yang berkepentingan, harus
memiliki penanggungjawab yang
jelas, ketepatan
penyampaiannya, dengan
mempedomani rencana aksi.
Pengumpulan  data  kinerja
hendaknya mempunyai teknologi
dan mekanisme atau terstruktur
dengan  jelas  (mekanisme
pengumpulan  datanya, siapa
yang  mengumpulkan  data,
mencatat dan siapa yang
mensupervisi), sehingga
informasi capaian kinerja
mempunyai data dan bukti yang
memadai.

Monitoring target kinerja eselon
Il dan IV hendaknya dilakukan
secara  berkala, terjadwal,
berdasarkan rencana aksi dan
dapat dikaitkan dengan
pemberian reward dan
punishment serta mempunyai
mekanisme yang jelas dan
dokumentasi terhadap monitoring

kinerja yang memadai
seperti data
pembanding lain yang
diperlukan namun
harus didukung oleh
data yang andal dan
dapat ditelusuri.

Agar Laporan kinerja
menyajikan informasi
tentang analisis
efisiensi penggunaan
sumber daya, capaian
kinerja output penting
lainnya yang terkait

pencapaian  sasaran
kinerja instansi,
berikut kendala dan
hambatan yang
mempengaruhi
capaian kinerja yang
telah ditetapkan.
Informasi kinerja
hendaknya
dimanfaatkan  dalam
penilaian dan
perbaikan
pelaksanaan program,
kegiatan untuk
peningkatan capaian
kinerja ditahun

dan kendala yang

ditemui untuk
pencapaian target
yang telah ditetapkan.
Supervisi yang
dilakukan dalam
pencapaian target
kinerja harus

didokumentasikan dan
dilakukan secara
regular dan bertahap.
Agar dilakukan
evaluasi indikator
kinerja, program dan
kegiatan untuk
menunjang
keberhasilan program,
terdapat rekomendasi
dan terdapat alternatif
yang diberikan dengan
ukuran yang memadai
seperti  menganalisa
sebelum dan sesudah
dilakukan evaluasi
serta ada kesepakatan
tindak lanjutnya.

dihasilkan dari sumber-sumber
atau basis data yang kompeten,
dapat ditelusuri sumber
datanya, dapat diverifikasi atau
up to dateTahun 2021.
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kinerja. Kemudian lengkap selanjutnya

monitoring
terhadap rencana
aksi dilakukan

secara periodik,
setiap ada deviasi
segera  dilakukan
analisis dan
dicarikan alternatif
solusinya, pada
akhimya  terdapat
mekanisme  dan
implementasi
reward dan
punishment
terhadap
keberhasilan  atau
kegagalan
pencapaian target
kinerja

REKOMENDASI

Terhadap hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilita Kinerja DPMD direkomendasikan sebagai berikut:
A. PERENCANAAN KINERJA

1. Agar reviu dokumen Renstra dilakukan secara berkala untuk mencapai tujuan organisasi yang selaras dan relevan dengan RPJM sesuai dengan isu strategis yang berhubungan dengan
tugas pokok dan fungsi organisasi, sehingga dapat dimanfaatkan dalam dokumen rencana kerja dan anggaran, serta didokumentasikan dengan lengkap.

2. Agar target kinerja ditetapkan dengan basis data yang memadai dan argumen yang logis untuk mewujudkan sasaran yang ditetapkan.

3. Agar rencana aksi dijadikan pedoman untuk menentukan arahan capaian kinerja. Kemudian monitoring terhadap rencana aksi dilakukan secara periodik, setiap ada deviasi segera
dilakukan analisis dan dicarikan alternatif solusinya, pada akhirnya terdapat mekanisme dan implementasi reward dan punishment terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian
target kinerja.

B. PENGUKURAN KINERJA

1. Agar pengukuran kinerja mempunyai SOP tentang pengumpulan data kinerja yang up to date sehingga mudah ditelusuri apabila terjadi kesalahan data, kemudahan untuk menelusuri
sumber datanya yang valid, kemudahan untuk mengakses data bagi pihak yang berkepentingan, harus memiliki penanggungjawab yang jelas, ketepatan penyampaiannya, dengan
mempedomani rencana aksi.

2. Pengumpulan data kinerja hendaknya mempunyai teknologi dan mekanisme atau terstruktur dengan jelas (mekanisme pengumpulan datanya, siapa yang mengumpulkan data, mencatat
dan siapa yang mensupervisi), sehingga informasi capaian kinerja mempunyai data dan bukti yang memadai.

3. Monitoring target kinerja eselon Ill dan IV hendaknya dilakukan secara berkala, terjadwal, berdasarkan rencana aksi dan dapat dikaitkan dengan pemberian reward dan punishment serta
mempunyai mekanisme yang jelas dan dokumentasi terhadap monitoring lengkap..

C. PELAPORAN KINERJA

1. Agar Laporan kinerja menyajikan pembanding data kinerja yang memadai seperti data pembanding lain yang diperlukan namun harus didukung oleh data yang andal dan dapat ditelusuri.

2. Agar Laporan kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya, capaian kinerja output penting lainnya yang terkait pencapaian sasaran kinerja instansi,

berikut kendala dan hambatan yang mempengaruhi capaian kinerja yang telah ditetapkan.

3. Informasi kinerja hendaknya dimanfaatkan dalam penilaian dan perbaikan pelaksanaan program, kegiatan untuk peningkatan capaian kinerja ditahun selanjutnya.

D. EVALUASIINTERNAL

1. Agar capaian kinerja dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui hambatan dan kendala yang ditemui untuk pencapaian target yang telah ditetapkan.

2. Supervisi yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja harus didokumentasikan dan dilakukan secara regular dan bertahap.

3. Agar dilakukan evaluasi indikator kinerja, program dan kegiatan untuk menunjang keberhasilan program, terdapat rekomendasi dan terdapat alternatif yang diberikan dengan ukuran yang

memadai seperti menganalisa sebelum dan sesudah dilakukan evaluasi serta ada kesepakatan tindak lanjutnya.

E. PENCAPAIAN SASARAN / KINERJA ORGANISASI
Agar Informasi kinerja yang dicapai berdasarkan perhitungan yang valid dan sumber data yang jelas dan dihasilkan dari sumber-sumber atau basis data yang kompeten, dapat ditelusuri sumber
datanya, dapat diverifikasi atau up to date.
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JAWABAN

Terhadap hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilita Kinerja DPMD direkomendasikan sebagai berikut:

A. PERENCANAAN KINERJA
1. Reviu kinerja Renstra Dilakukan secara Berkala Oleh Dinas PMD melalui mekanisme Clearing House oleh Bappeda bersama dengan Kepala Daerah (Gubernur) dan dilakukan per Semester
pada Tahun anggaran Berjalan.
2. Target kinerja telah ditetapkan berdasarakan isu strategis yang terjadi di lapangan dan berdasarkan dengan argument yang logis dan terukur, pada Renstra 2016-2021 target kinerja ditetapkan
dengan satuan persentase sehingga pengukuran angka menjadi tidak pasti, saat ini target kinerja di tetapkan dengan satuan jumlah sehingga angka yang diberikan adalah angka pasti yang
sesuia dengan keadaan dilapangan dan tetap mempedomani dengan aturan dan regulasi yang ada.

3. Pada Dinas PMD rencana akasi dilakukan pengecekan secara periodic sampai ke staf per triwulannya, dilakukan ketika Rapat Staf dengan kepala dinas, hal ini seusai dengan lampiran yang
telah disampaikan.

B. PENGUKURAN KINERJA

1. Pengumpulan data kinerja masih berpedoman kepada SOP Tahun 2017, dan sampai saat ini SOP tersebut masih upto date dan dapat di pertanggung jawabkan, mekanisme SOP tersebut
masih terukur dan logis.
2. Sesuai dengan SOP terlampir.

3. Sistem Reward dan Punishment tetap dijalankan pada Dinas PMD mempedomani regulasi yang ada, untuk punishment juga berupa surat teguran apabila kinerja dari ess 3 sampai ke staf tidak
tercapai.,

C. PELAPORAN KINERJA
1. Seusuai dengan Laporan Kinerja Terlampir. Dinas PMD telah membandingkan data dengan tahun sebelumnya pada BAB Il LKjIP.
2. Sesuai dengan Lapora Kinerja Terlampir.

3. Pada Dinas PMD Informasi kinerja tetap dimanfaatkan dan dijadikan pedoman dalam perubahan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara perubahan anggaran,
dan sebelum ditindaklanjuti informasi kinerja ini dikaji bersama berdasarkan metode antpotwil.

D. EVALUASIINTERNAL
1. Evaluasi Internal dilakukan per triwulan, sesuai dengan terget terlampir, sedangkan evaluasi pimpinan dilakukan setiap bulannya melalui dashboard pembangunan sebagai dasar evaluasi.
2. Hal ini ditindaklanjuti dapat dilihat pada website dpmd : dpmd.sumbarprov.go.id pada kolom berita
3. ALTERNATIVE TREATMENT SELALU DI SAMPAIKAN BERDASARKAN HASIL LAPORAN BULANAN YANG TELAH DISAMAPAIKAN DINAS PMD

E. PENCAPAIAN SASARAN / KINERJA ORGANISASI
DiTINDAKLAJUTI SESUAI DENGAN LAPORAN TERLAMPIR.

2. Tingkat Kepuasan Internal Organisasi
Indikator Kinerja Utama (IKU) “Tingkat Kepuasan Internal
Organisasi” pada tahun 2023 memiliki target 78 , terealisasi 78
dengan tingkat capaian 100 % termasuk kategori keberhasilan
sangat baik. Pencapaian indikator kinerja ini dicapai dengan cara
membagikan kusioner pada seluruh aparatur dinas PMD
sebanyak 49 orang, dimana untuk hasil quisioner ini jika dirata
rata kan bernilai 78 atau dibulatkan menjadi 78 tingkat kepuasan
internal pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi

Sumatera Barat.
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D. REALISASI ANGGARAN

REALISASI KEUANGAN (29

Penyusunan Dokumen Perencanaan

SISA ANGGARAN
NO PROGRAM/KEGIATAN/SUB PAGU ANGGARAN DES 2023) KET
KEGIATAN PERUBAHAN 2022 ‘
Rp % Rp %
0] (2 (3) (4) (5) (6) U} 9)
TOTAL ANGGARAN 24.980.250.473
23.974.171.798 9597 | 1.006.078.675 | 4,03
BELANJA OPERASI 24.980.250.473
23.974.171.798 95,97 | 1.006.078.675 | 4,03
1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 10.371.266.234
PEMERINTAHAN DAERAH 10.055.484.815 96,96 315.781.419 | 3,04
PROVINSI

Kinerja SKPD

Perangkat Daerah 101.494.019 96.309.000 94,89 5.185.019 5,11
2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 25.044.626 23.799.800 95,03 1.244.826 4,97

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Atribut Kelengkapannya

3 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.655.165.852
6.452.001.838 96,95 203.164.014 | 3,05

4 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan

Tugas ASN 171.560.000 171.290.000 99,84 270.000 0,16
5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan

Keuangan Bulanan/Triwulanan 27.713.011 27.538.750 99,37 174.261 0,63

/Semesteran SKPD
6 Pengamanan Barang Milik Daerah

SKPD 63.500.000 59.850.334 94,25 3.649.666 5,75

8 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 35.000.000 34.993.000 99,98 7.000 0,02
9 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor 192.120.600 187.000.000 97,33 5.120.600 2,67
10 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

51.194.402 50.613.500 98,87 580.902 1,13

1 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan 42.215.000 42.133.500 99,81 81.500 0,19
12 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang- undangan 22.260.000 22.140.000 99,46 120.000 0,54
13 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 1.407.509.921

dan Konsultasi SKPD 1.345.108.637 95,57 62.401.284 | 4,43
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Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2.500.000

2.500.000

100,00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik

199.940.000

184.860.779

92,46

15.079.221

7,54

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
Kantor

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan

914.049.731

40.000.000

899.278.363

39.566.724

98,38

98,92

14.771.368

433.276

!

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan

125.081.072

124.023.657

99,15

1.057.415

0,85

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Lainnya

51.718.000

51.231.000

99,06

487.000

0,94

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
Kantor dan Bangunan Lainnya

243.200.000

241.245.933

99,20

1.954.067

0,80

PROGRAM PENINGKATAN
KERJASAMA DESA

957.527.555

954.817.380

99,72

2.710.175

0,28

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

21 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas

Kabupaten/Kota 98.474.467 97.607.220 99,12 867.247 0,88
22 Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan

Pihak Ketiga 693.059.585 692.001.000 99,85 1.058.585 0,15
23 Fasilitasi Pembangunan Kawasan

Perdesaan 165.993.503 165.209.160 99,53 784.343 0,47

PROGRAM ADMINISTRASI 4.506.142.011

PEMERINTAHAN DESA 4.072.235.562 90,37 433.906.449

207.032.505 190.636.500 92,08 16.396.005 | 7,9
25 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
312.445.906 308.880.800 98,86 3.565.106 1,14
26 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa
serta Lomba Desa dan Kelurahan 366.107.950 361.125.100 98,64 4.982.850 1,36
27 Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan
Kelurahan 57.197.400 52.715.600 92,16 4.481.800 7,84
28 Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa 2.129.438.100
1.846.300.100 86,70 283.138.000 | 13,30
29 Pembinaan Peningkatan Kapasitas
Anggota BPD 371.393.250 258.819.200 69,69 112.574.050 | 30,31
30 Pembinaan dan Pengawasan 1.062.526.900
Penetapan Pengaturan BUM Desa 1.053.758.262 99,17 8.768.638 0,83
Kabupaten/Kota dan Lembaga
Kerjasama antar Desa
4 PROGRAM PEMBERDAYAAN 9.145.314.673
LEMBAGA KEMASYARAKATAN, 8.891.634.041 97,23 253.680.632 2,77
LEMBAGA ADAT DAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT
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Identifikasi dan Inventarisasi
Masyarakat Hukum Adat

16.692.650

15.147.704

90,74

1.544.946

9,26

32

Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan
dan Pendayagunaan Kelembagaan
Lembaga Kemasyarakatan
DesalKelurahan (RT, RW, PKK,
Posyandu, LPM, dan Karang Taruna),
Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan
Masyarakat Hukum Adat

1.085.555.550

1.062.502.432

97,88

23.053.118

2,12

33

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Lembaga Kemasyarakatan
DesalKelurahan (RT, RW, PKK,
Posyandu, LPM, dan Karang Taruna),
Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan
Masyarakat Hukum Adat

4.621.891.900

4.536.101.133

98,14

85.790.767

1,86

34

Fasilitasi Pengembangan Usaha
Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah
Desa dalam Meningkatkan Pendapatan

1.567.460.940

1.453.858.999

92,75

113.601.941

7,25

35

Fasilitasi Pemerintah Desa dalam
Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

341.927.433

337.257.700

98,63

4.669.733

1,37

36

Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong
Masyaraka

21.386.200

21.269.850

99,46

116.350

0,54

37

Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam
Penyelenggaraan Gerakan
Pemberdayaan Masyarakat dan
Kesejahteraan Keluarga

1.490.400.000

1.465.496.223

98,33

24.903.777

1,67

TOTAL ANGGARAN

24.980.250.473

23.974.171.798

95,97

1.006.078.675

4,03
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BAB IV
PENUTUP

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera
Barat merupakan instansi Pemerintah yang diberikan tugas,
tanggungjawab dan amanah untuk melaksanakan urusan pemerintahan
daerah bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dalam melaksanakan
tugasnya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera
Barat berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang
ditetapkan baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Derah
(RPJMD) Tahun 2021-2026, Rencana Strategis (Renstra) Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat Tahun
2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.
Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi
Sumatera Barat ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan
capaian strategis yang telah dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Provinsi Sumatera Barat pada Tahun Anggaran 2023. Berbagai
capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja
Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran
strategis.
Perbaikan sistem AKIP yang telah dilakukan terhadap lima komponen
sistem AKIP adalah:
1. Perencanaan Kinerja
Perbaikan dalam perencanaan kinerja berupa perbaikan kualitas
dokumen renstra dengan menambahkan indikator outcome di
samping indikator output yang telah ada sebelumnya.
2. Pengukuran Kinerja
Perbaikan dalam pengukuran kinerja difokuskan terutama pada
perbaikan mekanisme pengumpulan data kinerja.
3. Pelaporan Kinerja
Perbaikan dalam pelaporan kinerja yang utama adalah dengan
menyusun laporan realisasi kinerja dan anggaran APBD tepat pada
waktunya sebagai dasar untuk menyusun Laporan Kinerja tahunan.

4. Evaluasi Kinerja
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Upaya perbaikan dalam evaluasi kinerja berupa pemantauan
mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya oleh
pihak internal dalam bentuk rapat monev bulanan, dan
melaksanakan tindak lanjut atas hasil evaluasi.

5. Capaian Kinerja
Perbaikan capaian kinerja dilakukan melalui penuntasan tindak
lanjut hasil audit/evaluasi Inspektorat tahun sebelumnya agar tidak

berulang kembali di Tahun 2023.

Seluruh rencana capaian kinerja Tahun 2023 secara substansi dapat
dicapai dan berhasil diwujudkan, walupun ada beberapa kegiatan yang
dalam pelaksanaannya kurang tepat waktu (terlambat) oleh beberapa
faktor teknis dan kondisi yang tidak diperkirakan sebelumnya, namun
dengan langkah-langkah koordinatif dan strategi yang dikembangkan oleh
segenap jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi
Sumatera Barat dapat di minimalisir seluruh kendala dan hambatan
sehingga mendapatkan solusi pemecahannya, hal ini merupakan pelajaran
yang sangat berharga untuk peningkatan kinerja dimasa mendatang.

Akhirnya kami berharap semoga Laporan Kinerja (LKj) Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023
ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kepada jenjang institusi yang
lebih tinggi dan steakholders yang berkepentingan serta dapat menambah
data/informasi penting dalam pengambilan keputusan dan kebijakan lebih
lanjut terutama dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di

Provinsi Sumatera Barat.
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Lampiran
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PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
INSPEKTORAT

JIn. Nipah No. 51 Berok Nipah, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25118
Telp. (0751) 31961-39263, Fax. (0751) 31841
Laman inspektorat sumbarprov.go.id, email: inspektorat@sumbarprov.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Sumatera Barat untuk tahun anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan
Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab
manajemen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah
disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan

perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Padang, 28 Maret 2024

Inspektur

DELLIYARTI S.M SE
Pembina Utama Madya
NIP. 196412311993032001
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